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ABSTRAK 

ANALISIS TATA KELOLA TERHADAP KINERJA SOSIAL PADA BANK 

SYARIAH DI ASIA TENGGARA 

 

Ariska Kusuma Dewi 

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika , Universitas Islam 

Indonesia 

ariska.kusuma1@gmail.com  

 

Abstrak 

Penelitian menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola terhadap kinerja sosial 

bank syariah di Asia Tenggara, mengingat masih terbatasnya kajian empiris yang 

mengintegrasikan tata kelola, kinerja sosial, dan konteks sosial negara dalam satu 

kerangka analisis. Kinerja sosial bank syariah diukur berdasarkan empat tema kontribusi, 

yaitu kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, masyarakat, pemangku kepentingan, 

dan pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 25 

bank syariah di Asia Tenggara selama periode 2021–2024 dengan total 100 observasi. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Random 

Effect Model (REM), dengan memasukkan ukuran perusahaan dan komposisi penduduk 

mayoritas Muslim sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan 

direksi dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial 

bank syariah. Dewan komisaris berpengaruh negatif, sedangkan komite audit 

berpengaruh positif dan signifikan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan, 

sementara bank syariah di negara mayoritas Muslim cenderung memiliki kinerja sosial 

yang lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja sosial bank syariah lebih 

dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan internal serta konteks sosial negara 

tempat bank beroperasi. 

 

Kata kunci: Tata kelola bank syariah, kinerja sosial, komite audit, mayoritas Muslim, Asia 

Tenggara 
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ABSTRACT 

Governance Mechanisms and Social Performance of Islamic Banks in Southeast 

Asia 

 

Ariska Kusuma Dewi 

Master of Accounting, Faculty of Business and Economics, Islamic University of 

Indonesia 

ariska.kusuma1@gmail.com  

 

Abstract 

This study analyzes the effect of corporate governance mechanisms on the social 

performance of Islamic banks in Southeast Asia, addressing the limited empirical 

evidence that integrates governance structures and country-level social context. Social 

performance is measured across four dimensions: economic development, community, 

stakeholders, and human resource development. Using panel data from 25 Islamic banks 

during 2021–2024 (100 observations), this study applies a Random Effect Model (REM) 

with company size and Muslim-majority population as control variables. The results 

indicate that the board of directors and the Sharia Supervisory Board do not significantly 

affect social performance. The board of commissioners has a negative effect, while the 

audit committee shows a positive and significant influence. Company size is insignificant, 

whereas Islamic banks operating in Muslim-majority countries tend to exhibit higher 

social performance. These findings suggest that social performance is more strongly 

shaped by effective internal monitoring mechanisms and the broader social environment 

in which Islamic banks operate. 

 

Keywords: Islamic bank governance; social performance; audit committee; Muslim-

majority countries; Southeast Asia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis jasa perbankan dalam 

perekonomian di dunia. Eksistensinya hingga saat ini telah memberikan warna 

baru bagi dunia bisnis di dunia. Perkembangan perbankan syariah yang cukup 

pesat tentu menimbulkan tingkat persaingan yang cukup ketat pula. 

Perkembangan bank syariah yang cukup pesat ini tidak hanya ditinjau dari segi 

kuantitas yaitu pertambahan jumlah jaringan kantor baru, namun dapat juga 

dilihat dari kinerja bank syariah itu sendiri (Ningsih, 2021). 

Kinerja bank syariah pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu kinerja 

keuangan/komersial dan kinerja sosial. Kinerja keuangan/komersial bank syariah 

dapat dilihat dari perannya sebagai financial intermediary, yang berarti pada 

umumnya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat (Nugraheni, 2018). Sedangkan, kinerja sosial bank syariah mengacu 

pada tanggung jawab bank atas kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan 

(Nugraheni, 2018). 

Kinerja sosial menjadi ciri khusus bank syariah yang membedakannya 

dengan bank konvensional. Menurut Hudayati et al., (2023), bank syariah 

menjalankan kinerja sosialnya melalui kontribusinya dalam mengelola dana 
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sosial seperti zakat, saddaqa, dan qardul hassan. Kinerja sosial bank syariah 

menunjukkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus 

membantu umat Islam memenuhi kewajiban agamanya (Hudayati et al., 2023). 

Kinerja sosial Bank syariah telah menjadi perhatian dari kalangan 

pemerintah, aktivis, media, pemimpin masyarakat, karyawan perusahaan hingga 

para akademisi. Fenomena ini menandakan bahwa kinerja sosial merupakan hal 

penting dalam aktivitas bank syariah. Bank syariah tidak hanya memperhatikan 

catatan keuangan semata (single bottom line), melainkan juga kinerja sosial 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda bank syariah (Hussain et al., 

2021). Sinergi antara aspek keuangan, sosial, dan lingkungan yang biasa disebut 

triple bottom line adalah kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable development) (Meskovic et al., 2024). Dengan adanya konsep triple 

bottom line, maka sebuah perusahaan memiliki peran dan tanggungjawab yang 

lebih luas, tidak hanya kepada investor dan manajemen tetapi juga pada 

masyarakat luas, kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan pemasok. 

Penelitian ini berfokus pada bank syariah di Asia Tenggara. Hal ini karena 

tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan Asia Tenggara tengah menjadi pusat 

perkembangan industri keuangan (Maesya’bani et al., 2019). Data Islamic 

Finance Development Report Tahun 2017 menunjukkan bahwa Asia Tenggara 

berkontribusi sebesar US$ 41 juta atau 6 persen dari dana sosial dalam lingkup 

global (Maesya’bani et al., 2019). Sebagian besar dana ini berasal dari Malaysia 

dengan jumlah US$ 24 juta, dilanjut dengan Indonesia US$ 14 juta dan Brunei 
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Darussalam dengan US$ 3 juta (Maesya’bani et al., 2019). Ketika pemberi 

pinjaman syariah dan konvensional di seluruh dunia mengalami peningkatan 

pasca Covid-19 pada tahun 2021, pertumbuhan bank syariah pada tahun 2022 

tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dikutip dari laman online 

(Everington, 2023) The Banker, lembaga pemberi pinjaman yang diwakili dalam 

daftar The Banker's Top Islamic Financial Institutions 2023 mencatat peningkatan 

aset sesuai prinsip syariah sebesar dua digit, bersamaan dengan kenaikan 

profitabilitas. 

Seperti di Indonesia sendiri, menurut laporan Statistik Perbankan Indonesia, 

diketahui per september 2023 bahwa total aset perbankan syariah mencapai Rp 

831,95 triliun. Dapat dikatakan tumbuh 10,94% dari periode yang sama tahun lalu 

dan berkontribusi dengan pangsa pasar mencapai 7,27% (OJK, 2023). Meskipun 

pertumbuhan perbankan syariah di luar wilayah GCC (Gulf Cooperation Council) 

tidak mencapai angka yang signifikan, namun tetap lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan perkembangan perbankan konvensional. Fenomena ini menunjukkan daya 

tarik yang terus berkembang dari segi keuangan syariah di kawasan Asia-Pasifik. 

Secara teoritis, kinerja sosial bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor 

internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpotensi memberikan 

pengaruh signifikan adalah karakteristik lingkungan sosial dan demografis, 

khususnya komposisi penduduk berdasarkan agama. Negara dengan penduduk 

mayoritas Muslim umumnya memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang sejalan 

dengan prinsip syariah, sehingga para pemangku kepentingan lebih mendorong 
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penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas perbankan. 

Ekspektasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di negara mayoritas 

Muslim juga cenderung lebih tinggi, sehingga bank terdorong untuk 

menunjukkan kinerja sosial yang optimal melalui penyaluran dana sosial, 

kegiatan filantropi, serta pelaporan tanggung jawab sosial yang transparan (Sher 

Khan et al., 2025). 

Sebaliknya, di negara dengan penduduk mayoritas bukan Muslim, bank 

syariah seringkali menghadapi dinamika yang berbeda. Lingkungan keuangan 

yang didominasi sistem konvensional, tingkat pemahaman masyarakat terhadap 

prinsip syariah yang masih terbatas, serta regulasi yang belum sepenuhnya 

mendukung implementasi nilai- nilai Islam menjadi tantangan tersendiri. Kondisi 

tersebut dapat memengaruhi orientasi sosial bank syariah, karena lembaga harus 

menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar yang lebih luas, sehingga aspek 

sosial terkadang tidak menjadi prioritas utama. Penelitian yang dilakukan oleh 

Masykuroh, Sudrajat, dan Abdullah (2022) menunjukkan bahwa perbedaan 

konteks sosial dan budaya antarnegara berdampak signifikan terhadap strategi 

pengelolaan, kebijakan sosial, serta performa bank syariah. Selanjutnya, 

penelitian oleh Cahyono, Fadillah, Mardianto, dan Widiastuti (2020) menemukan 

bahwa proporsi penduduk Muslim di suatu wilayah berpengaruh terhadap kinerja 

dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan bank syariah, baik dalam 

aspek keuangan maupun sosial. Meskipun sejumlah penelitian telah menyoroti 

pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kinerja perbankan syariah, kajian 

yang secara spesifik membandingkan kinerja sosial bank syariah di negara dengan 
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penduduk mayoritas Muslim dan non-mayoritas Muslim masih relatif terbatas. 

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kinerja 

keuangan, efisiensi, atau tingkat profitabilitas, sementara aspek sosial sebagai 

bagian fundamental dari tujuan perbankan syariah belum mendapatkan perhatian 

yang proporsional. Padahal, pemahaman mengenai perbedaan kinerja sosial 

antarnegara sangat penting untuk menilai sejauh mana konteks sosial dan 

religiusitas masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi prinsip 

syariah. 

Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi upaya peningkatkan kinerja 

sosial dari perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Namun, pada 

kenyataannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Firrizqi & Rahmawati 

(2021) menemukan bahwa sebagian besar bank syariah tidak melaksanakan 

kinerja sosialnya dengan baik, seperti tidak memberikan informasi terkait dengan 

komitmen untuk masyarakat, visi dan misi, kontribusi dan pengelolaan zakat, 

informasi tentang manajemen puncak, serta dana sosial, dan pinjaman ringan. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan Widayati & Sukmana (2017) menyatakan 

bahwa skor penilaian kinerja sosial bank konvensional lebih unggul daripada bank 

Syariah. Temuan-temuan ini menjadi indikasi bahwa kinerja sosial bank-bank 

Syariah belum dilaksanakan dengan baik. 

Tidak terlaksananya kinerja sosial yang optimal tentu menimbulkan 

masalah tersendiri. Hal ini karena perbankan syariah dituntut tidak hanya 

memperhatikan profit semata tetapi lebih jauh dari itu, bank syariah harus mampu 

menerapkan prinsp-prinsip sosial dengan melaksanakan kinerja sosial yang sesuai 
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dengan visi misinya (Nugraheni, 2018). Sehingga dalam hal ini, diperlukan tata 

kelola yang baik supaya bank syariah dapat mencapai tujuan tersebut. 

Pelaksanaan tata kelola yang baik akan memberikan harapan pada meningkatnya 

kinerja sosial bank syariah (Orazalin, 2020). Komponen tata kelola yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan pengawas syariah, 

dewan komisaris, dan komite audit. 

Dewan direksi berperan dalam mengatur kepatuhan pelaksanaan kinerja 

sosial suatu bank syariah. Dewan direksi adalah badan tata kelola perusahaan 

utama yang bertugas menjaga kepentingan pemangku kepentingan perusahaan 

dengan memandu operasi dan membantu pengambilan keputusan (Orazalin, 

2020). Menurut Meskovic et al., (2024), dewan direksi harus mampu mengurangi 

risiko syariah dan meningkatkan kinerja sosial bank syariah. Pada perbankan 

syariah, dewan direksi merupakan sarana yang utama pada tata kelola perusahaan 

yang bertanggung jawab penuh atas semua operasional suatu perusahaan guna 

kepentingan menggapai tujuan perusahaan. Dewan direksi merupakan penentu 

faktor terbentuknya kebijakan perusahaan yang akan diambil dalam jangka 

pendek ataupun jangka panjang (Meskovic et al., 2024). Dengan demikian, 

operasi bank dikendalikan salah satunya oleh dewan direksi. 

Selain dewan direksi, kinerja sosial bank syariah juga dapat dipengaruhi 

oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan salah satu bagian utama 

tata kelola perusahaan pada bank syariah yang wajib diungkapkan sebagai bentuk 

pelaporan sosial dalam laporan tahunannya (Nugraheni, 2018). Peran DPS adalah 

untuk memastikan bahwa aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip 
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Syariah. Prinsip-prinsip Syariah mendorong organisasi untuk berperilaku adil, 

dan mengedepankan norma-norma etika kepada semua orang yang terlibat dalam 

transaksi bisnis (Pratama et al., 2022). Menurut Nugraheni (2018), Corporate 

Governance yang kuat mendorong tercapainya peran dan kontribusi bank syariah 

dalam kegiatan ekonomi. Dewindaru et al., (2019) berpendapat bahwa DPS 

merupakan pemangku kepentingan yang menaruh perhatian terhadap peran bank 

syariah, termasuk dalam fungsi sosial sebagai kontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi, lingkungan sosial, pemangku kepentingan dan pendidikan masyarakat. 

Oleh karena itu, bagaimana bank syariah menjalankan kinerja sosial juga menjadi 

perhatian DPS. 

Dewan komisaris juga merupakan komponen tata kelola yang 

mempengaruhi kinerja sosial bank syariah. Dewan komisaris dimaknai sebagai 

seperangkat badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan jalannya 

operasional perbankan syariah, baik operasional internal maupun eksternal 

perusahaan (Hudayati et al., 2023). Dewan komisaris memiliki tugas dalam 

pengawasan perusahaan baik secara umum dan secara khusus yang berdasarkan 

pada anggaran dasar perusahaan serta memberi nasehat dan arahan kepada 

direksi (Hudayati et al., 2023). Dewan komisaris beserta perangkatnya memiliki 

tanggungan kewajiban agar dapat mengawasi penerapan tata kelola yang baik, 

termasuk masalah implementasi kinerja sosial perusahaan kepada berbagai 

pemangku kepentingan. 

Selanjutnya, komite audit juga merupakan salah satu komponen yang turut 

mempengaruhi kinerja sosial bank syariah. Komite audit merupakan komite yang 
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dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pengawasan atas 

kinerja perusahaan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang 

anggota (Ningsih, 2021). Tanggung jawab komite audit dalam tata kelola 

perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai 

undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan 

melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan 

kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan (Ningsih, 2021). 

Penelitian terkait pengaruh tata kelola terhadap kinerja bank syariah telah 

banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018) menyatakan 

bahwa ukuran dan reputasi anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja sosial, sedangkan pertemuan, kualifikasi pendidikan, 

dan lintas keanggotaan anggota Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh 

terhadap kinerja sosial bank syariah di Indonesia. Kemudian, penelitian yang 

dilakukan oleh Dewindaru et al., (2019) menyatakan bahwa keahlian keuangan 

dan frekuensi rapat dewan pengawas mampu memacu kinerja sosial bank syariah 

di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Putri & Muhammad (2024) 

menyatakan bahwa dewan pengawas syariah, rapat dewan direksi, rapat dewan 

komisaris, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau risiko terhadap 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan, 

sedangkan komite audit dan umur perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja keuangan bank syariah di Asia Tenggara. 

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Orazalin (2020) menyatakan 

bahwa komite keberlanjutan meningkatkan efektivitas strategi CSR. Hasilnya 
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juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi CSR yang efektif 

menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial yang lebih baik. Lebih lanjut, hasil 

empiris menunjukkan bahwa efektivitas strategi CSR menjelaskan hubungan 

positif antara komite keberlanjutan dan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2022) menyatakan 

bahwa modal intelektual memiliki dampak positif terhadap kinerja sosial bank 

syariah, keberagaman gender di antara dewan pengawas syariah juga mempunyai 

dampak positif terhadap kinerja sosial. Kemudian, anggota dewan pengawas 

syariah berkualifikasi PhD yang memiliki keterampilan penelitian dan analitis 

tampaknya tidak memberikan nilai apa pun terhadap kinerja sosial. Variabel 

kontrol ukuran bank tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di 

Asia Tenggara. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terkait pengaruh dewan direksi, 

dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit dengan kinerja 

sosial bank syariah di Asia Tenggara masih terbatas sehingga pada penelitian ini 

kami akan menganalisis tata kelola dengan menggunakan gabungan dari beberapa 

perspektif yang lebih luas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018), 

pengukuran tata kelola hanya menggunakan pengukuran tunggal (single 

measurement), sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pengukuran yang 

menggabungkan beberapa perspektif yang lebih luas di setiap proksinya. Selain 

itu, penelitian ini juga memanfataakan data yang lebih terkini serta ruang lingkup 

penelitian yang lebih luas yakni bank umum syariah di Asia Tenggara. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan 
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Nugraheni (2018) dan Dewindaru et al., (2019) hanya menggunakan dewan 

pengawas syariah sebagai variabel independen dan objek yang digunakan hanya 

bank syariah di Indonesia. Kemudian, penelitian yang dilakukan Putri & 

Muhammad (2024) menggunakan dewan pengawas syariah, rapat dewan direksi, 

rapat dewan komisaris, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau 

risiko terhadap ukuran perusahaan sebagai variabel independen, dan kinerja 

keuangan sebagai variabel dependen. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh 

Orazalin (2020) hanya menggunakan komite keberlanjutan sebagai variabel 

independen dan menambah strategi CSR sebagai variabel mediasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Pratama et al., (2022) hanya menggunakan modal intelektual, 

keberagaman gender dewan pengawas syariah, dan pendidikan dewan pengawas 

syariah sebagai variabel independen. Oleh karena itu, penelitian terkait pengaruh 

dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit 

terhadap kinerja sosial bank syariah penting untuk dikaji dan diteliti lebih 

mendalam. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan 

komisaris, dan komite audit terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara 

tahun 2021-2024. Selain itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna 

menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kinerja sosial antara bank syariah 

yang beroperasi di negara dengan penduduk mayoritas Muslim dan bank syariah 

yang beroperasi di negara dengan penduduk non-mayoritas Muslim. Penelitian 

ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan komposisi masyarakat muslim 
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sebagai variabel kontrol. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Tata Kelola 

Terhadap Kinerja Sosial Pada Bank Syariah di Asia Tenggara”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024? 

2. Apakah dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial 

bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024? 

3. Apakah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024? 

4. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu dewan 

direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit. 

Selanjutnya, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kinerja sosial. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol 

yaitu ukuran perusahaan dan komposisi masyarakat muslim. Objek yang 

digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada bank syariah yang ada di Asia 

Tenggara dan periode waktu yang digunakan adalah tahun 2021 hingga 2024. 

Periode waktu ini dipilih karena periode ini merupakan periode teraktual pasca 

merebaknya pandemic covid 19 di tahun 2020, yang mana pada periode covid-19 
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sistem ekonomi dunia mengalami guncangan hebat termasuk perbankan syariah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024. 

2. Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja 

sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024. 

3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024. 

4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis. 

 

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut: 

 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan tata kelola bank syariah khususnya 

terkait dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan 

komite audit terhadap kinerja sosial bank syariah. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian lain yang sejenis. 

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan yang sama 

dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. 
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2. Bagi praktisi khususnya bank syariah diharapkan penelitian ini dapat 

meningkatkan pengetahuan terkait pengaruh dewan direksi, dewan 

pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja sosial 

sehingga bank syariah dapat lebih menekankan pentingnya tata kelola perusahaan 

yang baik guna meningkatkan kinerja sosial perusahaannya. 

1.6 Sistematika Laporan Penelitian 

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran secara jelas 

tentang penulisan tesis dimana penulisan tesis ini akan disusun dalam lima bab 

dan setiap babnya akan disusun secara sistematis sehingga dapat menjelaskan 

hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. 

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari 6 sub bab antara lain latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab II tentang Kajian Pustaka 

yang terdiri dari landasan teori, pengertian variabel penelitian, kemudian 

penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis. Bab III 

yang berisi tentang metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, objek 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisa 

data. Bab IV dalam penelitian ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. 

Kemudian, Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Stakeholders Theory 

Stakeholder Theory menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya 

bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi kepada seluruh pihak yang 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Konsep ini 

pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman (1984), yang mendefinisikan 

stakeholder sebagai setiap kelompok atau individu yang memiliki kepentingan 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam perspektif ini, keberlanjutan 

perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan nilai dan 

menjaga hubungan yang seimbang dengan para pemangku kepentingan. 

Nugraheni (2018) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai “setiap 

kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

pencapaian tujuan perusahaan”. Teori ini menekankan peran perusahaan untuk 

selalu menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi 

sehingga kepentingan mereka harus seimbang (Nugraheni, 2018). Organisasi 

perlu mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan yang mempunyai 

hubungan dengan mereka. Hal ini penting karena mempunyai konsekuensi terkait 

dengan kesimpulan etika, kebijakan, dan strategis (Al-Shamali et al., 2018). 

Dalam konteks perbankan, stakeholder meliputi deposan, pemegang 

saham, karyawan, regulator, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang terdampak 

oleh aktivitas operasional bank. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan tidak 
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hanya berfungsi untuk meningkatkan kinerja finansial, tetapi juga untuk 

memastikan akuntabilitas sosial dan menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan 

hal tersebut, penelitian di sektor keuangan menunjukkan bahwa perhatian 

terhadap kepentingan stakeholder dapat memperkuat legitimasi institusi dan 

meningkatkan reputasi jangka panjang. 

Bagi bank syariah, ruang lingkup stakeholder menjadi lebih luas karena 

mencakup dimensi kepatuhan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah bukan 

hanya kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tidak 

menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dalam perspektif 

Stakeholder Theory, kinerja sosial bank syariah merupakan bentuk akuntabilitas 

horizontal terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan atas 

keberlangsungan institusi. 

2.2 Syariah Enterprise Theory 

Syariah Enterprise Theory (SET) dikembangkan oleh Triyuwono (2006; 

2011; 2015) yang menjelaskan bahwa tujuan utama organisasi dalam perspektif 

islam bukan hanya untuk mencapai keuntungan duniawi atau kesenangan para 

pemangku kepentingan, tetapi mewujudkan keberkahan melalui aktivitas 

ekonomi yang adil, seimbang, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh 

makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam kerangka ini, akuntabilitas organisasi tidak 

terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi mencakup tiga dimensi yang saling 

terkait, yaitu akuntabilitas kepada Allah SWT (hablun minallah), sebagai bentuk 

ketaatan dan kesadaran spiritual dalam menjalankan amanah, akuntabilitas 
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kepada sesama manusia (hablun minannas), melalui tanggung jawab sosial dan 

ekonomi yang berkeadilan dan akuntabilitas terhadap alam (hablun minal ‘alam), 

sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian ciptaan Allah dan keseimbangan 

ekosistem (Triyuwono, 2006; Hameed, 2000). 

Dalam konteks penelitian ini, SET dimaknai sebagai kerangka operasional 

yang mengatur tata laku dan tanggung jawab bank syariah dalam menjalankan 

aktivitasnya sesuai prinsip syariah. Bank umum syariah tidak hanya 

berkewajiban memberikan manfaat ekonomi kepada pemegang saham atau 

pemangku kepentingan langsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan 

spiritual untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan 

demikian, keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur dari indikator keuangan, 

tetapi juga dari sejauh mana penerapan prinsip keadilan, keberkahan, dan 

akuntabilitas syariah tersebut terwujud dalam kinerja sosialnya (Rusli, Haliah & 

Nirwana, 2024). 

Dalam konteks bank syariah, SET memberikan landasan normatif bahwa tata 

kelola dan operasional bank harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, 

dan tanggung jawab sosial. Keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur melalui 

indikator keuangan, tetapi juga melalui sejauh mana aktivitasnya memberikan 

manfaat sosial dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

2.3 Shareholder Theory 

Shareholder Theory memandang bahwa tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan efisiensi, 
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profitabilitas, dan stabilitas keuangan. Perspektif ini menempatkan manajemen 

dan dewan sebagai agen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

setiap keputusan strategis selaras dengan kepentingan pemilik modal. Pandangan 

klasik dari Milton Friedman (1970) menegaskan bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan pada dasarnya adalah meningkatkan keuntungan selama tetap berada 

dalam koridor hukum dan etika pasar. Dengan demikian, aktivitas sosial 

dipandang sebagai instrumen strategis yang dibenarkan sejauh memberikan 

kontribusi terhadap keberlanjutan dan nilai ekonomi perusahaan. 

Penguatan konseptual terhadap pandangan tersebut dikemukakan oleh 

Michael C. Jensen (2001) yang menyatakan bahwa fungsi objektif perusahaan 

seharusnya berorientasi pada value maximization. Dalam kerangka ini, 

mekanisme tata kelola dirancang untuk mengurangi konflik keagenan dan 

memastikan pencapaian tujuan ekonomi perusahaan, sehingga perhatian terhadap 

kinerja sosial cenderung bergantung pada sejauh mana aktivitas tersebut 

mendukung penciptaan nilai jangka panjang. 

Dalam konteks bank syariah, Shareholder Theory digunakan sebagai 

perspektif realistis untuk memahami dinamika empiris tata kelola. Meskipun 

secara normatif bank syariah berlandaskan prinsip tanggung jawab sosial dan 

spiritual sebagaimana dijelaskan dalam SET, praktik tata kelola modern tetap 

beroperasi dalam sistem ekonomi yang kompetitif dan berorientasi pada kinerja 

finansial. Oleh karena itu, beberapa mekanisme tata kelola dapat lebih berfokus 

pada stabilitas dan efisiensi dibandingkan pada peningkatan kinerja sosial secara 
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langsung. 

2.4 Sintesis Teoritis 

Penelitian ini menempatkan Syariah Enterprise Theory sebagai grand theory 

utama karena memberikan landasan normatif dan transendental mengenai kinerja 

sosial bank syariah. Stakeholder Theory berfungsi sebagai kerangka konseptual 

pendukung untuk menjelaskan akuntabilitas horizontal bank terhadap berbagai 

pemangku kepentingan. Sementara itu, Shareholder Theory digunakan sebagai 

perspektif penjelas untuk memahami kemungkinan adanya orientasi efisiensi dan 

stabilitas finansial dalam praktik tata kelola. 

Integrasi ketiga teori ini memungkinkan analisis yang komprehensif 

terhadap kinerja sosial bank syariah. Secara normatif, bank syariah diharapkan 

merefleksikan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Namun, secara empiris, 

efektivitas mekanisme tata kelola dalam mendorong kinerja sosial dapat 

dipengaruhi oleh orientasi ekonomi dan struktur insentif yang berlaku. Dengan 

demikian, kerangka teoritis ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk 

menjelaskan kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas implementatif 

dalam tata kelola bank syariah. 

2.5 Kinerja Sosial 

2.5.1 Pengertian Kinerja Sosial 

Kinerja merupakan kadar pencapaian tugas-tugas yang terbentuk oleh 

sebuah pekerjaan. Kinerja (performance) merupakan suatu alat ukur bagi 

keberhasilan operasional perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan 

karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 
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mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki dalam usaha mencapai target yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Mukhibad, 2018). Sehingga penilaian kinerja 

perusahaan sangat penting dilakukan oleh manajemen, pemerintah, pemegang 

saham, maupun semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, karena 

penilaian kinerja menyangkut distribusi kesejahteraan di antara pihak pihak 

tersebut. 

Secara umum, dengan melihat sejarah dan idealisme awal pendirian bank 

syariah dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki dua kinerja penting yaitu 

kinerja bisnis dan kinerja sosial. Othman & Thani (2019) menjelaskan kinerja dan 

peran bank syariah adalah sebagai: (1) Manajer investasi yang mengelola 

investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai 

agen investasi; (2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan 

alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang 

diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana; (3) 

Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah 

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan (4) Pengemban kinerja 

sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan 

(qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa kinerja pertama sampai ketiga 

berkaitan dengan kinerja bisnis, sedang kinerja keempat adalah kinerja sosial dari 

bank syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah, kinerja sosial dari bank syariah ini juga dipertegas. Pada pasal 4 
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dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan kinerja menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dapat menjalankan kinerja sosial 

dalam bentuk lembaga baitul mal. Menurut Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah, kinerja sosial adalah menerima dana yang berasal 

dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya 

kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah juga dapat 

menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya 

kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Teori stakeholder menggambarkan keterkaitan antara manajemen dan 

stakeholder, di mana hubungan ini memiliki dampak signifikan terhadap etika, 

kebijakan, dan strategi bisnis. (Al-Shamali et al., 2018). Setiap keputusan yang 

diambil manajemen berkaitan erat dengan tujuan bisnis, sehingga kinerja 

perusahaan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja 

bank syariah yang baik dapat tercermin dari kinerja sosial yang baik pula. 

Dapat dikatakan kinerja sosial adalah suatu ukuran yang menggambarkan 

tingkat performa yang berdasarkan pada kegiatan syariah yang dilakukan suatu 

perusahaan seperti mengelola dana ziswaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) 

hingga kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi, masyarakat, lingkungan, 

dan sumber daya manusia. 

2.5.2 Pengukuran Kinerja Sosial 

Pengukuran kinerja sosial bank syariah tidak dapat disamakan dengan bank 

konvensional karena bank syariah beroperasi dalam kerangka nilai Islam yang 

menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan 
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sosial. Syariah Enterprise Theory (SET) memandang bank syariah sebagai 

institusi amanah yang memiliki akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT serta 

akuntabilitas horizontal kepada manusia dan lingkungan (Triyuwono, 2006; 

2012). Akuntabilitas tersebut menuntut bank syariah untuk tidak hanya mengejar 

efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas perbankan 

berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Kerangka ini 

sejalan dengan stakeholder theory, yang menegaskan bahwa hubungan antara 

manajemen dan stakeholder memengaruhi etika, kebijakan, dan strategi bisnis, 

serta pada akhirnya menentukan kualitas kinerja perusahaan (Freeman, 1984; Al- 

Shamali et al., 2018). Dalam konteks bank syariah, kinerja perusahaan yang baik 

tercermin dari kemampuannya mengelola kepentingan berbagai stakeholder 

secara adil dan bertanggung jawab, yang diwujudkan melalui kinerja sosial yang 

memadai. 

Secara normatif, tujuan sosial bank syariah tersebut berakar pada konsep 

maqashid al-shariah, yang menekankan perlindungan dan pengembangan lima 

aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Dalam konteks perbankan, maqashid al-shariah menjadi pedoman dalam menilai 

apakah aktivitas bank telah menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang 

nyata. Oleh karena itu, pengukuran kinerja sosial bank syariah perlu dilakukan 

secara multidimensi agar mampu menangkap kontribusi bank dalam 

menciptakan, mendistribusikan, dan menjaga keberlanjutan nilai bagi masyarakat 

dan pemangku kepentingan. 

Variabel ini diukur dengan rasio kinerja seperti yang dikemukakan oleh 
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Nugraheni (2018). Ada empat tema yaitu kontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi, terhadap masyarakat dan lingkungan sosial, terhadap pemangku 

kepentingan, dan terhadap pendidikan sumber daya manusia (Nugraheni, 2018). 

1. Kontribusi pembangunan ekonomi diwakili oleh rasio modus pembiayaan 

bagi hasil dan intensitas peran keagenan perbankan syariah. 

Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi mencerminkan peran bank 

syariah dalam menciptakan nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan melalui 

dukungan terhadap sektor riil. Dalam perspektif maqashid al-shariah, dimensi ini 

berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan harta (Hifz al-mal), yaitu 

memastikan bahwa aktivitas keuangan menghasilkan nilai produktif dan 

menghindari spekulasi. SET memandang peran ini sebagai bentuk akuntabilitas 

horizontal bank syariah kepada masyarakat, sedangkan stakeholder theory 

menempatkan pelaku usaha dan sektor riil sebagai stakeholder ekonomi utama. 

Kontribusi ini diwakili oleh dua rasio. Pertama, rasio modus pembiayaan 

bagi hasil, yang mengukur proporsi pembiayaan berbasis mudharabah dan 

musyarakah terhadap total pembiayaan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana 

bank syariah menerapkan prinsip risk-sharing dan kemitraan usaha. Semakin 

tinggi rasio ini, semakin besar peran bank dalam mendorong aktivitas ekonomi 

produktif secara adil. Kedua, intensitas peran keagenan perbankan syariah, yang 

mengukur kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi antara 

pemilik dana dan sektor riil. 

 

2. Kontribusi terhadap masyarakat diwakili oleh rasio pembiayaan qardh dan 

kinerja zakat. 
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Kontribusi terhadap masyarakat mencerminkan fungsi sosial bank syariah di 

luar aktivitas komersial. Dalam kerangka maqashid al-shariah, dimensi ini 

berkaitan dengan perlindungan jiwa dan harta (hifz al-nafs dan hifz al-mal), 

melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan. SET 

menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari keberadaan bank 

syariah, sementara stakeholder theory mengakui masyarakat sebagai stakeholder 

yang sah meskipun tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan bank. 

Kontribusi terhadap masyarakat diukur melalui rasio pembiayaan qardh dan 

kinerja zakat. Rasio pembiayaan qardh menggambarkan komitmen bank syariah 

dalam menyediakan pembiayaan non-komersial bagi masyarakat yang 

membutuhkan, sehingga mencerminkan solidaritas sosial dan inklusi keuangan. 

Kinerja zakat menunjukkan peran bank syariah dalam menyalurkan kewajiban 

sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan. Kedua rasio ini menegaskan 

bahwa kinerja sosial bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga 

pada kesejahteraan masyarakat luas. 

 

 

3. Kontribusi kepada pemangku kepentingan diwakili oleh rasio kontribusi 

terhadap Mudharib dan kontribusi terhadap Pemegang Rekening Investasi 

Mudharabah Mutlaqah. 

Kontribusi terhadap pemangku kepentingan mencerminkan keadilan 

distributif dalam hubungan bisnis bank syariah. Dalam perspektif maqashid al- 

shariah, dimensi ini berkaitan dengan perlindungan harta (hifz al-mal) dan prinsip 

keadilan dalam muamalah. SET menolak orientasi yang hanya berfokus pada 
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pemegang saham dan menuntut distribusi nilai tambah yang adil kepada seluruh 

pihak yang berkontribusi dalam penciptaan nilai. Stakeholder theory secara 

eksplisit menempatkan mudharib dan pemegang rekening investasi sebagai 

stakeholder inti yang menanggung risiko dan berhak atas hasil usaha. 

Kontribusi ini diukur melalui rasio kontribusi terhadap mudharib dan rasio 

kontribusi terhadap pemegang rekening investasi mudharabah mutlaqah. Rasio 

kontribusi terhadap mudharib mencerminkan keadilan bank syariah dalam 

membagi hasil usaha kepada pengelola dana atau pelaku usaha. Sementara itu, 

rasio kontribusi terhadap pemegang rekening investasi mudharabah mutlaqah 

menunjukkan sejauh mana bank syariah memenuhi amanahnya dalam 

mendistribusikan keuntungan kepada pemilik dana investasi. Kedua rasio ini 

menggambarkan kualitas kemitraan dan akuntabilitas bank syariah kepada 

pemangku kepentingan utamanya. 

 

4. Kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia diwakili 

oleh rasio kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia 

Kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

mencerminkan orientasi jangka panjang dan keberlanjutan bank syariah. Dalam 

kerangka maqashid al-shariah, dimensi ini berkaitan dengan perlindungan dan 

pengembangan akal (hifz al-‘aql), melalui peningkatan kualitas pengetahuan dan 

kompetensi. SET memandang manusia sebagai subjek moral yang harus 

dikembangkan kapasitasnya, sedangkan stakeholder theory menempatkan 

karyawan sebagai stakeholder strategis yang menentukan keberlanjutan institusi. 

Kontribusi ini diwakili oleh rasio kontribusi terhadap pengembangan sumber 

daya manusia, yang mengukur proporsi investasi bank syariah dalam pendidikan, 

pelatihan, dan pengembangan kompetensi karyawan. Rasio ini mencerminkan 
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komitmen bank syariah dalam membangun kapabilitas internal yang mendukung 

kinerja sosial, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan organisasi dalam jangka 

panjang. 

Keempat kontribusi tersebut saling terkait dalam membentuk kinerja sosial 

bank syariah yang komprehensif. Kontribusi pembangunan ekonomi menciptakan 

nilai, kontribusi terhadap masyarakat memastikan distribusi sosial, kontribusi 

terhadap pemangku kepentingan menjamin keadilan distributif, dan kontribusi 

terhadap pengembangan sumber daya manusia menjaga keberlanjutan nilai 

tersebut. 

2.6 Tata Kelola Perusahaan 

2.6.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan 

Tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa perusahaan mengelola 

sumber daya mereka secara lebih efisien, mengarahkan pada pengambilan 

keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan dengan pekerja, kreditur, 

dan pemangku kepentingan lainnya (Rahmawati, 2020). Selanjutnya tata kelola 

perusahaan mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan akan ditetapkan dan 

dicapai, bagaimana risiko dipantau, dinilai, dan bagaimana kinerja dioptimalkan 

sehingga dapat meningkatkan nilai saham dan kepercayaan publik terhadap 

perusahaan (Firrizqi & Rahmawati, 2021). Maka dari itu secara umum tata kelola 

perusahaan dapat didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap pemegang 

saham, pengusaha, pelanggan, pemasok, kreditur, pajak, dan otoritas pengawas 

lainnya, dan fungsi dari adanya tata kelola perusahaan adalah untuk menetapkan 

aturan tentang bagaimana organisasi harus dikelola. 

Konsep dasar tata kelola perusahaan menurut Gunawan (2015) yaitu 

menjelaskan pendekatan manajemen secara keseluruhan di mana eksekutif senior 

mengarahkan dan mengelola seluruh organisasi, memastikan bahwa 
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informasi manajemen kunci yang mencapai tim eksekutif sudah lengkap dan 

akurat untuk pengambilan keputusan selanjutnya oleh pihak manajemen secara 

tepat dan memberikan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa strategi, 

arah, dan instruksi dari manajemen dilakukan secara sistematis dan efektif. 

Sehingga, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara pengurus 

perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan 

pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak- hak 

dan kewajiban mereka. Selain itu juga didefinisikan sebagai suatu sistem 

pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko 

yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset 

perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka 

panjang. Untuk itu, guna mengelola risiko dalam suatu organisasi, maka perlu 

menanamkan tata kelola yang baik dan praktik terbaik manajemen risiko dalam 

budaya organisasi. 

Stakeholder mencakup semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang 

berdampak pada atau terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Peran stakeholder 

yang kuat dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 

dan mengembangkan bisnisnya. Teori stakeholder menekankan pentingnya 

membangun hubungan baik dengan stakeholder untuk mencapai keunggulan 

kompetitif dan tata kelola yang efektif. (Nur & Priantinah, 2012). Di bank syariah, 

stakeholder meliputi Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan 
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Komisaris, dan Komite Audit. Penerapan tata kelola yang baik sangat penting 

untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal. 

2.6.2 Komponen-Komponen Tata Kelola Perusahaan 

Komponen-komponen dari tata kelola perusahaan yang digunakan sebagai 

variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dewan Direksi 

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan 

perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili 

perusahaan, baik di dalam dan di luar pengadilan. Jumlah anggota dewan 

direksi paling kurang tiga orang. Pengangkatan dan penggantian direksi 

dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi 

dan nominasi (Hudayati et al., 2023). 

Dewan direksi berperan dalam mengatur kepatuhan pelaksanaan 

kinerja sosial suatu bank syariah. Dewan direksi adalah badan tata kelola 

perusahaan utama yang bertugas menjaga kepentingan pemangku 

kepentingan perusahaan dengan memandu operasi dan membantu 

pengambilan keputusan (Orazalin, 2020). Menurut Meskovic et al., (2024), 

dewan direksi harus mampu mengurangi risiko syariah dan meningkatkan 

kinerja sosial bank syariah. 

Karakteristik dewan direksi dilihat dari karaktersitik struktur 

(independensi dan kepemimpinan dualitas) dan struktur demografi 

(kebangsaan, etnis, dan gender). Pada perbankan syariah, dewan direksi 
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merupakan sarana yang utama pada tata kelola perusahaan yang bertanggung 

jawab penuh atas semua operasional suatu perusahaan guna kepentingan 

menggapai tujuan perusahaan. Dewan direksi merupakan penentu faktor 

terbentuknya kebijakan perusahaan yang akan diambil dalam jangka pendek 

ataupun jangka panjang (Meskovic et al., 2024). Dengan demikian, operasi 

bank dikendalikan salah satunya oleh dewan direksi. 

Pengukuran dewan direksi yang digunakan dalam penelitian, 

menggunakan beberapa pengukuran sebagai berikut (Wijayanti & Setiawan, 

2023): 

Tabel 2.1 Pengukuran Dewan Direksi 

No Pengukuran Keterangan 

1 Ukuran Dewan Jumlah direksi yang ada dalam 

manajemen 

2 Independensi Persentase direktur independen 

dalam Dewan 

3 Keahlian Keuangan Persentase anggota dewan yang 

memiliki latar belakang akademis 

atau profesional di bidang 

keuangan dan akuntansi 

4 Dualitas CEO Dinilai menggunakan pendekatan 

biner, dengan memberikan nilai 1 

jika CEO dan ketua dewan adalah 

individu yang sama, dan 0 jika 

sebaliknya 

5 Frekuensi Rapat Jumlah rapat tahunan yang 

diselenggarakan oleh Direksi 

2. Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas 

untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya 
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sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh Dewan Syariah 

Nasional (Elamer et al., 2020). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini 

berada di bawah Rapat Umum Pemegang saham atau sepadan dengan 

pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah, salah satunya pada 

koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Darwanto, 2019). Hal ini 

bertujuan untuk menjamin efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pengawas. 

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yang sangat penting 

dalam lembaga keuangan syariah, agar lembaga keuangan syariah dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabah atau anggotanya tidak bertentangan 

dengan ketentuan syariah (Almutairi & Quttainah, 2017). Karena pelayanan 

yang diberikan tidak sekedar hanya bertujuan untuk memperoleh laba seperti 

yang di lakukan oleh lembaga keuangan konvensional, namun lembaga 

keuangan syariah dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah yang 

sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian utama tata 

kelola perusahaan pada bank syariah yang wajib diungkapkan sebagai bentuk 

pelaporan sosial dalam laporan tahunannya (Nugraheni, 2018). Peran Dewan 

Pengawas Syariah adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bank syariah 

sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Syariah mendorong 

organisasi untuk berperilaku adil, dan mengedepankan norma- norma etika 

kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi bisnis (Pratama et al., 

2022). Menurut Nugraheni (2018), Corporate Governance yang kuat 
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mendorong tercapainya peran dan kontribusi bank syariah dalam kegiatan 

ekonomi. Dewindaru et al., (2019) berpendapat bahwa Dewan Pengawas 

Syariah merupakan pemangku kepentingan yang menaruh perhatian terhadap 

peran bank syariah, termasuk dalam fungsi sosial sebagai kontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi, lingkungan sosial, pemangku kepentingan dan 

pendidikan masyarakat. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah pada setiap 

kategori pengungkapan keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan). 

Oleh karena itu, bagaimana bank syariah menjalankan kinerja sosial juga 

menjadi perhatian Dewan Pengawas Syariah. 

Pengukuran Dewan Pengawas Syariah yang digunakan dalam 

penelitian, menggunakan rumus sebagai berikut (Marhamah & Andraeny, 

2024): 

Tabel 2.2 Pengukuran Dewan Pengawas Syariah 

No Pengukuran Keterangan 

1 Ukuran DPS Jumlah Dewan Pengawas Syariah 

Dalam Manajemen 

2 DPS Cross Membership Persentase anggota dewan pengawas 

syariah menduduki jabatan yang sama 

di lebih dari satu bank syariah 

3 Pendidikan DPS Persentase anggota DPS yang 

memenuhi kualifikasi pendidikan yang 

terdiri dari fiqh, fiqh 
muamalah, dan keuangan syariah 

4 Keahlian DPS Persentase anggota DPS yang 

memenuhi kualifikasi keahlian di 

bidang akuntansi, ekonomi, bisnis, dan 

hukum 

5 Reputasi DPS Persentase anggota DPS yang duduk 

pada lembaga yang mengeluarkan 

fatwa yaitu MUI 
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6 Rotasi DPS Rotasi DPS merupakan pergantian 

anggota DPS setiap tahunnya untuk 

menambah pengalaman, pengetahuan, 

dan motivasi. Nilai 1 jika ada 

pergantian anggota DPS, 

Nilai 0 jika tidak ada pergantian 

anggota DPS. 

7 Remunerasi DPS Natural log dari jumlah imbalan yang 

ditetapkan dan diberikan kepada 

anggota DPS, baik dalam bentuk tunai 

maupun non tunai sesuai dengan 

tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya. 

 

3. Dewan Komisaris 

 

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada direksi (Khan & Zahid, 2020). Hussain et al., 

(2021) mendefinisikan dewan komisaris sebagai bagian dari organ 

perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta 

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola yang baik. Namun 

demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil 

keputusan operasional. 

Dewan komisaris dimaknai sebagai seperangkat badan yang memiliki 

tugas melakukan pengawasan jalannya operasional perbankan syariah, baik 

operasional internal maupun eksternal perusahaan (Hudayati et al., 2023). 

Dewan komisaris memiliki tugas dalam pengawasan perusahaan baik secara 

umum dan secara khusus yang berdasarkan pada anggaran dasar perusahaan 



32 
 

serta memberi nasehat dan arahan kepada direksi (Hudayati et al., 2023). 

Dewan komisaris beserta perangkatnya memiliki tanggungan kewajiban agar 

dapat mengawasi penerapan tata kelola yang baik, termasuk masalah 

implementasi kinerja sosial perusahaan kepada berbagai pemangku 

kepentingan. Dewan komisaris sebagai struktur tata kelola perusahaan utama 

dalam konteks tipologi strategi bisnis dalam literatur manajamen strategis. 

Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan 

pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan 

informasi kinerja sosial lebih banyak, sehingga dapat dijelaskan bahwa 

perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan 

lebih banyak mengungkapkan kinerja sosialnya (Putri & Muhammad, 2024). 

Sebagai wakil dari principal di dalam perusahaan, dewan komisarin dapat 

mempengaruhi luasnya pengungkapan kinerja sosial, karena dewan 

komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas (Burhan et al., 

2019). Berdasarkan dengan jumlah dewan komisaris, Lidyah et al., (2019) 

menyatakan bahwa semakin besar jurnlah anggota dewan komisaris, maka 

akan semakin mudah mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan 

akan semakin efektif. Terkait dengan kinerja sosial, maka tekanan terhadap 

manajemen juga semakin besar untuk mengungkapkannya. 

Pengukuran Dewan Komisaris yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut (Nugraheni et al., 2022): 

 

 



33 
 

Tabel 2.3 Pengukuran Dewan Komisaris 
 

No Pengukuran Keterangan 

1 Ukuran Dewan Komisaris Jumlah Dewan Komisaris Dalam 

Manajemen 

2 Independensi Persentase anggota dewan 

komisaris yang berasal dari pihak 

eksternal perusahaan. 

3 Jumlah Rapat Jumlah rapat tahunan yang 

diselenggarakan oleh Dewan 

Komisaris 

4 Pendidikan Persentase anggota Dewan 

Komisaris yang memenuhi 

kualifikasi pendidikan di bidang 

akuntansi, ekonomi, bisnis, dan 

hukum 

5 Cross membership Persentase anggota Dewan 

Komisaris menduduki jabatan 

yang sama di lebih dari satu bank 

syariah 

 

4. Komite Audit 

 

Komite audit menurut Firrizqi & Rahmawati (2021) adalah 

sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk 

mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus 

atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung 

jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya 

dari manajemen. Pendapat Lisett & Julisar (2022) mengatakan bahwa komite 

audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan 

independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya 

adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam 

menjalankan fungsi pengawasan. 
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Qoyum et al., (2017) menyatakan bahwa komite audit merupakan salah 

satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan 

pengendalian internal karena memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan 

keuangan yang memadai untuk mencegah terjadinya tindakan manipulasi 

laba yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan serta dilaksanakannya 

penerapan good corporate governance. Fungsi dan peran komite audit akan 

berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu. Namun, pada 

dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris 

dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan 

keuangan serta manajemen. Menurut Hartawati et al., (2018), komite audit 

bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan 

keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang 

diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem 

pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Komite audit memiiki 

karakteristik berdasarkan ukuran, independensi dan keahlian. 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

untuk membantu melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan dengan 

beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota (Ningsih, 2021). 

Tanggung jawab komite audit dalam tata kelola perusahaan adalah untuk 

memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang yang 

berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan 
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pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan 

kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan (Ningsih, 2021). 

Pengukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut (Ika & Nazli, 2019): 

Tabel 2.4 Pengukuran Komite Audit 
 

No Pengukuran Keterangan 

1 Independensi Nilai 1 jika semua anggota 

merupakan pihak independen eksternal 

Nilai 0 jika ada anggota yang bukan 

merupakan pihak independen eksternal 

2 Keahlian Nilai 1 jika setidaknya satu anggota AC 

memiliki latar belakang pendidikan dan 

pengalaman di bidang akuntansi atau 

keuangan Nilai 0 jika tidak ada yang 

memiliki latar belakang pendidikan dan 

pengalaman di bidang akuntansi atau 

keuangan 

3 Piagam Komite Audit Nilai 1 jika memiliki piagam komite audit 

Nilai 0 jika tidak memiliki piagam 

komite audit 

4 Tanggung Jawab Jika suatu perusahaan memberikan 

pernyataan singkat mengenai suatu 

tanggung jawab, maka perusahaan 

tersebut akan diberi skor 1. 

Pernyataan singkat mengacu pada kalimat 

yang menjelaskan suatu tanggung jawab 

tertentu. Jika suatu perusahaan 

memberikan penjelasan yang detail (yaitu 

tidak hanya menjelaskan tetapi juga 

menjelaskan tindakan mengenai cara 

melaksanakan tanggung jawab tertentu, 

misalnya menyatakan ruang lingkup dan 

hasil peninjauan), maka akan diberikan 

skor 2, dan jika perusahaan tidak 

memberikan penjelasan rinci atau tidak 

mengungkapkannya sama 

sekali, maka akan diberikan skor 0. 
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5 Ukuran Audit Komite Nilai 1 jika jumlah komite audit 

setidaknya 3 

Nilai 0 jika jumlah komite audit <3 

6 Jumlah Rapat Nilai 1 jika jumlah rapat komite audit 

setidaknya 4x setahun Nilai 0 jika jumlah 

rapat komite audit <4x 

setahun 

7 Pengungkapan Voluntary Nilai 1 jika komite audit melakukan 

pengungkapan voluntary 

Nilai  0  jika  komite  audit  tidak 

melakukan pengungkapan voluntary 

 

2.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dilihat salah satunya berdasarkan total aset yang 

dimiliki. Kemampuan bank syariah akan semakin besar dalam menghadapi 

masalah dan menghasilkan laba karena didukung oleh aset perusahaan yang besar. 

Dalam pengujiannya, ukuran perusahaan menggunakan nilai nominal aset yang 

diubah menjadi Log natural total asset untuk menyederhanakan nominal yang 

terlalu besar (Hartawati et al., 2018). Penyederhanaan ini digunakan untuk 

mengurangi perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang berukuran terlalu 

besar dengan perusahaan 20 yang berukuran terlalu kecil, logaritma digunakan 

agar nilai aset dapat diperhalus karena nilainya yang sangat besar dibanding 

variabel keuangan lain serta membuat data total aset terdistribusi normal 

(Meiyana & Aisyah, 2019). Sehingga ukuran perusahaan dapat dijelaskan dengan 

rumus sebagai berikut (Meiyana & Aisyah, 2019): 

 

Ukuran pierusahaan = Ln (Toital Asiet) 
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Semakin besar ukuran perusahaan, diharapkan semakin baik tata kelola 

sehingga laba atau kinerja yang dihasilkan lebih baik. Semakin besar ukuran 

perusahaan, akan semakin tinggi pula tuntutan keterbukaan informasi 

dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Perusahaan 

dengan aset besar lebih berpotensi mengeluarkan zakat lebih besar dan melakukan 

kinerja sosial lebih baik (Erlina, 2021). 

2.8 Komposisi Masyarakat Muslim 

Komposisi masyarakat berdasarkan agama, khususnya proporsi penduduk 

Muslim, merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku sosial dan 

etika lembaga keuangan syariah. Dalam konteks perbankan Islam, lingkungan 

sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman cenderung memperkuat tekanan 

moral dan ekspektasi publik terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial bank. 

Haniffa dan Hudaib (2007) menjelaskan bahwa identitas etis bank syariah lebih 

mudah terbentuk dalam masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi karena 

norma sosial mendukung penerapan prinsip maqasid al-shariah. Hal ini diperkuat 

oleh Dusuki dan Abdullah (2007) yang menyatakan bahwa masyarakat Muslim 

memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan, 

sehingga mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana sosial 

dan melaksanakan aktivitas filantropi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. 

Sebaliknya, di negara dengan penduduk bukanmayoritas Muslim, bank 

syariah menghadapi tantangan yang lebih besar. Literasi keuangan syariah yang 

masih terbatas, dukungan regulasi yang belum optimal, serta dominasi sistem 

keuangan konvensional dapat membatasi peran sosial bank syariah (Thaib, 
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Puspaningrum, Hussein, & Prabandari, 2024). Perbedaan konteks religiusitas ini 

berpotensi menyebabkan variasi kinerja sosial antarnegara di kawasan Asia 

Tenggara. Dengan demikian, komposisi masyarakat Muslim menjadi variabel 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai efektivitas tata kelola. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan tabel ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan dan digunakan untuk menentukan variabel pada penelitian ini: 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

 

No Judul, Peneliti, 

Tahun 

Variabel Metode Hasil Penelitian 

1 “Sharia 

supervisory 

board and 

social 

performance 

of Indonesian 

Islamic 

banks”, 

(Nugraheni, 

2018) 

Ukuran, reputasi, 

pertemuan, 

kualifikasi 

pendidikan, lintas 

keanggotaan 

anggota dewan 

pengawas syariah, 

dan kinerja sosial 

Data diambil 

dari laporan 

tahunan bank 

syariah di 

Indonesia 

tahun 2010- 

2014 dan 

diolah dengan 

regresi data 

panel 

menggunakan 

eviews. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran 

dan reputasi anggota dewan 

pengawas syariah 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja sosial, 

sedangkan pertemuan, 

kualifikasi pendidikan, dan 

lintas keanggotaan anggota 

dewan pengawas syariah 

Tidak berpengaruh terhadap 

kinerja sosial. 

2 “Karakteristik 

Dewan 

Pengawas 

Sebagai 

Determinan 

Kinerja Sosial 

Bank 

Syariah”, 

(Dewindaru et 
al., 2019) 

keahlian keuangan, 

frekuensi rapat 

dewan pengawas 

syariah, kinerja 

sosial 

Analisis 

regresi model 

random effect 

dipilih sebagai 

metode 

dengan Bank 

Umum Syariah 

2012-2017 

sebagai sampel. 

Penelitian ini menemukan 

bahwa keahlian keuangan 

dan frekuensi rapat mampu 

memacu kinerja sosial bank 

syariah. 
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3 “The effect of 

board of 

directors and 

sharia 

supervisory 

board on 

zakat funds at 

Islamic banks 

in indonesia”, 

(Hudayati et 

al., 2023) 

Ukuran dan 

remunerasi dewan 

direksi, 

Ukuran dan 

reputasi dewan 

pengawas syariah, 

peningkatan dana 

zakat 

Data diambil 

dari laporan 

tahunan bank 

syariah di 

Indonesia dari 

tahun 2011 

hingga 2020 

dan dianalisis 

menggunakan 

regresi data 

panel di 
EViews. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ukuran dan remunerasi 

Direksi serta ukuran DPS 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap dana 

zakat, sedangkan reputasi 

DPS tidak berpengaruh. 

4 “Kualitas 

Struktur Tata 

Kelola 

Syariah 

Terhadap 

Kinerja Sosial 

Pada 

Perbankan 

Syariah 

Indonesia”, 

(Rahmawati, 

2020) 

Ukuran dewan 

Komisaris, jumlah 

meeting Dewan 

Komisaris, ukuran 

Komite Audit, 

jumlah meeting 

Komite 

Audit, ukuran DPS, 

pendidikan Dewan 

Pengawas Syariah, 

jumlah meeting 

Dewan Pengawas 

Syariah, dan 

kinerja sosial. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

dengan regresi 

data panel 

menggunakan 

software 

E- views 9.0. 

Ukuran dewan Komisaris, 

jumlah meeting Dewan 

Komisaris, ukuran Komite 

Audit, jumlah meeting 

Komite Audit, ukuran Dewan 

Pengawas Syariah, latar 

belakang pendidikan Dewan 

Pengawas Syariah, dan 

jumlah meeting Dewan 

Pengawas Syariah memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Indonesia. 

5 “Analysis of 

the Influence 

of Good 

Corporate 

Governance 

on the 

Performance 

of Indonesian 

Islamic Banks 

in View from 

Maqashid 

Syariah 2015- 

2019”, 

(Firrizqi & 

Rahmawati, 

2021) 

Dewan komisaris, 

dewan direksi, 

komite audit, 

kepemilikan 

institusional, dan 

kinerja sosial. 

Penelitian 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan teknik 

analisis regresi 

linier 

berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komite 

audit berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja sosial bank 

syariah, sedangkan dewan 

komisaris, dewan direksi dan 

kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja sosial bank 

syariah. Secara simultan 

menunjukkan bahwa tata 

kelola perusahaan yang baik 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja sosial 

bank syariah periode 2015- 

2019. 
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6 “The Role of 

Board of 

Commissione 

rs in Islamic 

Social 

Reporting”, 

(Ifada et al., 

2021) 

Dewan komisaris, 

kinerja sosial 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan analisis 

data menggu- 

nakan analisis 

regresi linear 

berganda. 

Temuan menunjukkan bahwa 

peran dewan komisaris dalam 

mempengaruhi 

pengungkapan kinerja sosial 

cenderung melalui ukuran 

dewan komisaris, bukan 

melalui dewan komisaris 

independen atau jumlah rapat 

dewan 

7 

“The Effect 

of Board of 

Director, 

Board of 

Commissione 

r and Audit 

Committee on 

Value of Firm 

To Islamic 

Social 

Reporting as 

a Mediating 

Variable”, 

(Lidyah et al., 

2019) 

Dewan direksi, 

dewan komisaris, 

komite audit, nilai 

perusahaan, kinerja 

sosial 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear 

berganda 

dengan SPSS. 

Hasil penelitian menemukan 

bahwa jumlah Dewan Direksi, 

jumlah Komisaris dan komite 

audit berpengaruh terhadap 

nilai  perusahaan. Jumlah 

Dewan Direksi berpengaruh 

terhadap kinerja  sosial, 

sedangkan jumlah komisaris 

dan komite audit   tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

sosial. Kinerja sosial dapat 

memediasi seluruh variabel 

(jumlah komisaris dan dewan 

direksi, komite audit 

perusahaan). 

8 “The Effects 

of Shariah 

Supervisory 

Board and 

Good 

Corporate 

Governance 

on Islamic 

Social 

Responsibility 

in Shariah 

Commercial 

Banks In 

Indonesia”, 

(Burhan et al., 

2019) 

Dewan Pengawas 

Syariah, proporsi 

Dewan Komisaris 

Independen, 

Ukuran Dewan 

Komisaris, Jumlah 

Rapat Dewan 

Komisaris, Ukuran 

Komite Audit, 

Jumlah 

Rapat Komite 

Audit 

Penelitian ini 

menggunakan 

aplikasi 

SmartPLS dan 

teknik 

Structure 

Equation 

Model (SEM) 

untuk analisis 

data dan 

Penelitian ini 

adalah 

deskriptif dan 

studi 

kuantitatif 

dengan data 

sekunder. 

Penelitian ini menemukan 

bahwa ukuran Dewan 

Pengawas Syariah memiliki 

pengaruh positif terhadap 

kinerja sosial, bahwa 

proporsi Dewan Komisaris 

Independen berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja sosial, 

Ukuran Dewan Komisaris 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja sosial. Namun 

penelitian ini menemukan 

bahwa ukuran Komite Audit 

dan jumlah rapat Komite 

Audit tidak berpengaruh 

terhadap kinerja sosial 
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9 “Good 

Corporate 

Governance 

and Maqashid 

Sharia 

Performance 

in Southeast 

Asian Sharia 

Banking”, 

(Yulianto et 

al., 2023) 

Dewan komisaris, 

komisaris 

independen, dewan 

pengawas syariah, 

komite 

audit, dan kinerja 

sosial. 

Penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder 

yang diperoleh 

dari 20bank 

Syariah di 4 

negara Asia 

Tenggara pada 

tahun 

observasi 2016 

hingga 

2020. Metode 

yang 

digunakan 

adalah model 

regresi panel 

dengan 

random effect 

sebagai model 

terpilih. 

Penelitian  ini   menemukan 

bahwa dewan komisaris dan 

komite audit   berpengaruh 

negatif  terhadap kinerja 

sosial. Rasio   komisaris 

independen   dan  dewan 

pengawas    syariah   tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

sosial. 

10 “Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan”, 

(Putri & 

Muhammad, 

2024) 

Dewan pengawas 

syariah, rapat 

dewan direksi, 

rapat  dewan 

komisaris, komite 

remunerasi  dan 

nominasi,   dan 

komite pemantau 

risiko terhadap 

ukuran perusahaan, 

kinerja keuangan. 

Penelitian 

ini merupakan 

penelitian 

kuantitatif. 

Jenis analisis 

statistik yang 

dilakukan 

adalah statistik 

deskriptif, 

regresi 

data 

panel, dan uji 

regresi statis. 

Hasil  regresi   dewan 

pengawas    syariah,  rapat 

dewan direksi, rapat dewan 

komisaris, komite remunerasi 

dan nominasi, dan komite 

pemantau risiko terhadap 

ukuran perusahaan berpenga- 

ruh positif terhadap 

Peningkatan kinerja keuangan, 

sedangkan komite audit dan 

umur perusahaan   tidak 

berpengaruh   positif 

terhadap   peningkatan 

kinerja keuangan, sedangkan 

komite audit dan umur 

perusahaan tidak berpengaruh 

positif terhadap peningkatan 

kinerja keuangan. 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 
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2.10.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di 

Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024 

Berdasarkan teori stakeholder (Freeman, 1984), dewan direksi berperan 

sebagai agen yang menerjemahkan kepentingan berbagai pihak ke dalam 

kebijakan sosial bank syariah, tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, 

tetapi juga pada peningkatan kinerja sosial lembaga (Donaldson & Preston, 1995; 

Maali et al., 2006). 

Dewan direksi berperan dalam mengatur kepatuhan pelaksanaan kinerja 

sosial suatu bank syariah. Dewan direksi adalah badan tata kelola perusahaan 

utama yang bertugas menjaga kepentingan pemangku kepentingan perusahaan 

dengan memandu operasi dan membantu pengambilan keputusan (Orazalin, 

2020). Menurut Meskovic et al., (2024), dewan direksi harus mampu mengurangi 

risiko syariah dan meningkatkan kinerja sosial bank syariah. Pada perbankan 

syariah, dewan direksi merupakan sarana yang utama pada tata kelola perusahaan 

yang bertanggung jawab penuh atas semua operasional suatu perusahaan guna 

kepentingan menggapai tujuan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lidyah et al., (2019) menyatakan bahwa 

jumlah dewan direksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja sosial bank syariah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Hudayati et al., (2023) menyatakan bahwa ukuran 

dan remunerasi dewan direksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja sosial. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Firrizqi & 

Rahmawati (2021) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. 
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H1 = Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara. 

2.10.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Bank 

Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024 

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian utama tata kelola 

perusahaan pada bank syariah yang wajib diungkapkan sebagai bentuk pelaporan 

sosial dalam laporan tahunannya (Nugraheni, 2018). Peran DPS adalah untuk 

memastikan bahwa aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. 

Prinsip-prinsip Syariah mendorong organisasi untuk berperilaku adil, dan 

mengedepankan norma-norma etika kepada semua orang yang terlibat dalam 

transaksi bisnis (Pratama et al., 2022). 

Berdasarkan teori stakeholder (Freeman, 1984), setiap pihak yang memiliki 

kepentingan terhadap organisasi perlu diperhatikan dalam pengambilan 

keputusan agar tercipta keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial. Dalam 

konteks bank syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting sebagai 

representasi stakeholder yang menjamin kesesuaian seluruh kegiatan operasional 

dengan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip ini tidak hanya memastikan 

integritas perusahaan, tetapi juga mencerminkan kinerja sosial bank terhadap 

masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan DPS diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja sosial bank syariah melalui pelaksanaan kegiatan yang 

berorientasi pada kemaslahatan umat dan pembangunan sosial (Nur & Priantinah, 

2012; Freeman, 1984). 

Menurut Nugraheni (2018), Corporate Governance yang kuat mendorong 

tercapainya peran dan kontribusi bank syariah dalam kegiatan ekonomi. 
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Dewindaru et al., (2019) berpendapat bahwa DPS merupakan pemangku 

kepentingan yang menaruh perhatian terhadap peran bank syariah, termasuk 

dalam fungsi sosial sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, 

lingkungan sosial, pemangku kepentingan dan pendidikan masyarakat. Oleh 

karena itu, bagaimana bank syariah menjalankan kinerja sosial juga menjadi 

perhatian DPS. 

Hudayati et al., (2023) mengungkapkan pentingnya tata kelola terhadap 

kinerja sosial bank syariah, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sosial 

bank syariah. Kemudian Nugraheni (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa anggota Dewan pengawas syariah yang lebih besar meningkatkan kinerja 

sosial bank syariah. Dewan Pengawas Syariah yang lebih besar diharapkan lebih 

ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan untuk memastikan 

kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga diharapkan kinerja sosial bank 

syariah juga lebih tinggi. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 

(2020) dan Burhan et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas 

syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial 

bank syariah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto et al., (2023) 

menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja sosial bank syariah. 

H2 = Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial 

bank syariah di Asia Tenggara. 

2.10.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di 

Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024 
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Dewan komisaris merupakan komponen tata kelola yang mempengaruhi 

kinerja sosial bank syariah. Dewan komisaris dimaknai sebagai seperangkat 

badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan jalannya operasional 

perbankan syariah, baik operasional internal maupun eksternal perusahaan 

(Hudayati et al., 2023). Dewan komisaris memiliki tugas dalam pengawasan 

perusahaan baik secara umum dan secara khusus yang berdasarkan pada anggaran 

dasar perusahaan serta memberi nasehat dan arahan kepada direksi (Hudayati et 

al., 2023). Dewan komisaris beserta perangkatnya memiliki tanggungan 

kewajiban agar dapat mengawasi penerapan tata kelola yang baik, termasuk 

masalah implementasi kinerja sosial perusahaan kepada berbagai pemangku 

kepentingan. 

Dalam teori stakeholder (Freeman, 1984), dewan komisaris berperan 

sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang berfungsi menyeimbangkan 

kepentingan berbagai pihak serta memastikan keputusan manajemen sejalan 

dengan nilai sosial dan etika. Dalam lingkungan bank syariah, dewan komisaris 

bertanggung jawab mengawasi implementasi kebijakan agar tidak semata 

berorientasi pada keuntungan, melainkan juga memperhatikan aspek 

kesejahteraan masyarakat. Dengan menjalankan fungsi pengawasan yang 

optimal, dewan komisaris dapat mendorong peningkatan kinerja sosial bank 

melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial, dukungan terhadap pembiayaan 

sektor riil, serta partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip- 

prinsip syariah (Freeman, 1984; Nur & Priantinah, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menatakan bahwa 
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ukuran dan jumlah meeting dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja sosial yang dilakukan banksyariah. Hasil penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ifada et al., (2021) dan Burhan 

et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial. Selanjutnya, Yulianto et al., 

(2023) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif 

signifikan terhadap kinerja sosial. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Firrizqi 

& Rahmawati (2021) dan Lidyah et al., (2019) menyatakan dewan komisaris tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. 

H3 = Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara. 

2.10.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia 

Tenggara Periode Tahun 2021-2024 

Komite audit merupakan salah satu komponen yang turut mempengaruhi 

kinerja sosial bank syariah. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris untuk membantu melakukan pengawasan atas kinerja 

perusahaan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota 

(Ningsih, 2021). Tanggung jawab komite audit dalam tata kelola perusahaan 

adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang- 

undang  yang  berlaku,  melaksanakan  usahanya  dengan  beretika,  dan 

melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan 

kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan (Ningsih, 2021). 

Menurut teori stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk 

memperhatikan seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitasnya, tidak hanya 
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pemegang saham, tetapi juga masyarakat, nasabah, dan regulator (Freeman, 

1984). Dalam konteks bank syariah, nilai-nilai Islam seperti keadilan (‘adl), 

kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip dasar dalam 

model bisnis dan tata kelola (Haniffa & Hudaib, 2007). Oleh karena itu, praktik 

penerapan tata kelola di bank syariah harus melibatkan mekanisme yang 

memastikan kepatuhan terhadap nilai- nilai tersebut (Chapra & Ahmed, 2002). 

Salah satu mekanisme penting dalam tata kelola adalah Komite Audit, yang 

berperan mengawasi keandalan laporan keuangan, efektivitas pengendalian 

internal, serta kepatuhan terhadap prinsip dan regulasi syariah. Melalui fungsi 

tersebut, Komite Audit turut meningkatkan transparansi dan kepercayaan 

stakeholder, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja 

sosial bank syariah (Fadhilah & Dipradja, 2023). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menyatakan bahwa 

ukuran komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja sosial bank syariah. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Firrizqi & Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa 

komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

sosial bank syariah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto et al., 

(2023) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja sosial. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lidyah et al., 

(2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja sosial bank syariah. Selanjutnya, Burhan et al., (2019) juga menyatakan 

bahwa ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial dan jumlah 
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rapat Komite Audit terhadap kinerja sosial juga tidak berpengaruh. 

H4 = Komite Audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja sosial 

bank syariah di Asia Tenggara. 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. 

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan ke dalam bentuk diagram, 

penelitian sebagai berikut: 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kinerja Sosial 

Variabel Kontrol: 

• Ukuran Perusahaan 

• komposisi masyarakat 

muslim 

Dewan Direksi 

Dewan Pengawas 

Syariah 

Dewan Komisaris 

Komite Audit H4 

 H2  

 

H3 

H1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel untuk memberikan arti, mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan 

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu tata kelola 

perusahaan yang diproksikan dengan dewan direksi, dewan pengawas syariah, 

dewan komisaris, dan komite audit. Kemudian variabel dependen yaitu kinerja 

sosial, dan ukuran perusahaan serta total asset sebagai variabel kontrol. 

3.1.1 Kinerja Sosial 

Kinerja sosial merupakan kinerja yang dilakukan bank syariah dalam 

bentuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (qardhul 

hasan) sesuai ketentuan yang berlaku. Kinerja sosial bank syariah mengacu pada 

tanggung jawab bank atas kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan 

(Nugraheni, 2018). 

Variabel ini diukur dengan empat tema yaitu 

 

1. Kontribusi pembangunan ekonomi 

Indikator  ini  mengukur  sejauh  mana  bank  syariah  berperan  dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi riil dan inklusif melalui kegiatan pembiayaan 

sektor produktif, pengembangan UMKM, serta partisipasi dalam pembangunan 

nasional. Kinerja sosial tidak hanya diartikan dari sisi kegiatan filantropi, tetapi 

juga dari kemampuan lembaga untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang 
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berkeadilan sesuai prinsip syariah. Menurut Chapra (2008), pengembangan 

ekonomi berbasis syariah harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan 

(justice in distribution) dan penciptaan nilai tambah riil yang halal. Dengan 

demikian, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi mencerminkan peran bank 

syariah sebagai agen pembangunan (agent of development) yang menyalurkan 

dana ke sektor produktif sesuai nilai Islam. 

Kontribusi pembangunan ekonomi diwakili oleh rasio modus pembiayaan 

bagi hasil dan intensitas peran keagenan perbankan syariah. Rumus kedua rasio 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

Kriteria penghitungan rasio MMR adalah sebagai berikut: Skor 5 = MMR > 

50%; Skor 4 = 40% < MMR ≤ 50%; Skor 3 = 30% < MMR ≤ 40%; Skor 2 

= 20% < MMR ≤ 30%; dan Skor 1 = MMR ≤ 20%. 
 

 

 

Kriteria penghitungan rasio IAR adalah sebagai berikut: Skor 5 = IAR > 

90%; Skor 4 = 80% < IAR ≤ 90%; Skor 3 = 70% < IAR ≤ 80%; Skor 2 = 

60% < IAR ≤ 70%; dan Skor 1 = IAR ≤ 60%. 

2. Kontribusi terhadap masyarakat 

Kontribusi ini menggambarkan komitmen bank syariah untuk memberikan 

manfaat nyata melalui kegiatan sosial seperti penyaluran zakat, infaq, sedekah, 

wakaf, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 
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Aktivitas ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap prinsip ta’awun 

(tolong-menolong), tetapi juga menunjukkan kepekaan sosial lembaga terhadap 

kesejahteraan umat dan kelestarian lingkungan (Nugraheni, 2018). Keterlibatan 

aktif dalam kegiatan sosial akan meningkatkan reputasi moral bank dan 

memperkuat legitimasi sosialnya di mata masyarakat. Kontribusi terhadap 

masyarakat diwakili oleh rasio pembiayaan qardh dan kinerja zakat. Rumus kedua 

rasio tersebut akan dijelaskan di bawah ini: 

 

Kriteria penghitungan rasio QR adalah sebagai berikut: Skor 5 = QR > 5%; 

Skor 4 = 3% < QR ≤ 5%; Skor 3 = 2% < QR ≤ 3%; Skor 2 = 1% < QR ≤ 

2%; dan Skor 1 = QR ≤ 1%. 

 

Kriteria penghitungan rasio ZR adalah sebagai berikut: Nilai 5 = ZR > 

2,5%; Nilai 4 = 2% < ZR ≤ 2,5%; Skor 3 = 1,5% < ZR ≤ 2%; Skor 2 = 1% < 

ZR ≤ 1,5%; dan Skor 1 = ZR ≤ 1%. 

 

3. Kontribusi kepada pemangku kepentingan 

 

Kontribusi kepada pemangku kepentingan mencerminkan penerapan prinsip 

akuntabilitas dan keadilan dalam hubungan dengan nasabah, karyawan, regulator, 

dan masyarakat. Kinerja sosial bank syariah dalam konteks ini tercermin dari 

kemampuan lembaga menjalankan tata kelola yang transparan dan berkeadilan 

sesuai prinsip Shariah Enterprise Theory (Triyuwono, 2011). Dengan 

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, bank menunjukkan tanggung 
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jawab sosialnya tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara etis dan spiritual. 

Kontribusi kepada pemangku kepentingan diwakili oleh rasio kontribusi terhadap 

Mudharib dan kontribusi terhadap Pemegang Rekening Investasi Mudharabah 

Mutlaqah. Rumus kedua rasio tersebut akan dijelaskan di bawah ini: 

 

 

Kriteria penghitungan rasio CM adalah sebagai berikut: Nilai 5 = CM > 

15%; Skor 4 = 12% < CM ≤ 15%; Skor 3 = 9% < CM ≤ 12%; Skor 2 = 6% 

< CM ≤ 9%; dan Skor 1 = CM ≤ 6%. 
 

 

 

Kriteria penghitungan rasio CUH adalah sebagai berikut: Nilai 5 = CUH > 

15%; Skor 4 = 12% < CUH ≤ 15%; Skor 3 = 9% < CUH ≤ 12%; Skor 2 = 

6% < CUH ≤ 9%; dan Skor 1 = CUH ≤ 6%. 

4. Kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kontribusi  

terhadap  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia 

mencerminkan peran bank syariah dalam mengembangkan kualitas intelektual, 

spiritual, dan profesional masyarakat maupun pegawainya. Dalam konteks 

maqashid al-shariah, kegiatan pengembangan sumber daya manusia berkaitan 

erat dengan tujuan hifz al-‘aql (menjaga akal) dan hifz al-nafs (menjaga 

kehidupan), yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia melalui 

pendidikan, literasi, dan pelatihan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi 

keuangan tidak hanya berkewajiban menyalurkan pembiayaan, tetapi juga 

memiliki peran edukatif dalam membangun masyarakat yang melek keuangan 
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syariah (Islamic financial literacy). Melalui kegiatan seperti seminar, pelatihan 

pegawai, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta publikasi ekonomi Islam, 

bank syariah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas intelektual 

dan spiritual masyarakat (Oladapo & Rahman, 2016). 

Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM berfungsi sebagai indikator 

penting dari kinerja sosial bank syariah karena menunjukkan sejauh mana bank 

berkontribusi terhadap pembangunan manusia yang berpengetahuan, beretika, dan 

produktif dalam kerangka ekonomi Islam. Sehingga kontribusi terhadap 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat diwakili menggunakan rasio 

berikut : 

 

 

Kriteria penghitungan rasio CHRD adalah sebagai berikut: Skor 5 = CHRD 

> 15%; Skor 4 = 12% < CHRD ≤ 15%; Skor 3 = 9% < CHRD ≤ 12%; Skor 

2 = 6% < CHRD ≤ 9%; dan Skor 1 = CHRD ≤ 6%. 

 

 

Sehingga, rumus kinerja sosial adalah: 

 

 

3.1.2 Dewan Direksi 

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai 

dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam 

dan di luar pengadilan. Jumlah anggota dewan direksi paling kurang tiga orang. 

Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan 
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rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi (Hudayati et al., 2023). 

Pengukuran dewan direksi yang digunakan dalam penelitian, menggunakan 

rumus sebagai berikut (Wijayanti & Setiawan, 2023) : 

Tabel 3.1 Skoring proksi Dewan Direksi 
 

No Pengukuran Keterangan Skoring 

1 Ukuran 

Dewan 

Jumlah direksi yang ada 

dalam manajemen 

1 = 5–9 anggota 

(ideal menurut 

OECD, 2015) 

0,5 = <5 

0 = >9 

2 Independensi Persentase direktur 

independen dalam Dewan 

1 = ≥50% 

anggota 
independen 
(Hermawan, 
2009; OECD, 
2015) 

0,5 = 30–49% 

0 = <30% 

3 Keahlian 

Keuangan 

Persentase anggota dewan 

yang memiliki latar 

belakang akademis atau 

profesional di bidang 

keuangan dan akuntansi 

1 = ≥50% 

memiliki keahlian 
keuangan/akun tansi 
0,5 = 25–49% 

0 = <25% 

4 Dualitas 

CEO 

Dinilai menggunakan 

pendekatan biner, dengan 

memberikan nilai 1 jika 

CEO dan ketua dewan 

adalah individu yang sama, 

dan 0 jika sebaliknya 

1 = Tidak ada 

dualitas (jabatan 

terpisah) 

0 = Dualitas (jabatan 

rangkap) 

 

 

Sebelum merumuskan nilai komposit Dewan Direksi, dilakukan analisis 

faktor eksploratori (Exploratory Factor Analysis/EFA) untuk memperoleh bobot 

empiris dari masing-masing indikator yang digunakan. Analisis faktor dilakukan 
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untuk mengidentifikasi struktur hubungan antarvariabel, menguji validitas 

konstruk, serta menentukan besarnya kontribusi relatif tiap indikator terhadap 

pembentukan faktor utama Dewan Direksi. 

Menurut Hair et al. (2019), analisis faktor digunakan untuk 

mengidentifikasi  struktur  hubungan  antarvariabel  dan  mengelompokkan 

indikator yang memiliki korelasi tinggi menjadi satu konstruk faktor. Lebih 

lanjut, Ghozali (2018) menjelaskan bahwa loading factor menunjukkan kekuatan 

kontribusi masing-masing indikator terhadap faktor utama yaitu nilai 

≥0,50 dianggap signifikan untuk menjelaskan kosntruk laten. 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Principal 

Component Analysis (PCA) dengan software SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.2. KMO dan Uji Bartlett’s Test Dewan Direksi 

 

Proxy  Component >0,5 Nilai 

komposit 1 2 
𝑋1 DR_U 0,799 0,087 Ya 0,28 
𝑋2 DR_I 0,576 -0,478 Ya 0,19 
𝑋3 DR_FS 0,743 0,390 Ya 0,26 
𝑋4 DR_CEO 0,772 -0,101 Ya 0,27 

𝑋5 DR_FR -0,073 0,453 Tidak 0 

Total nilai 1 

 

Berdasarkan tabel diatas penghitungan nilai komposit Dewan Direksi sebagai berikut : 

= (0,28𝑋1) + (0,20𝑋2) + (0,26𝑋3) + (0,27𝑋4) 

 
3.1.3 Dewan Pengawas Syariah 

 

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk 

mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan 
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ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Elamer 

et al., 2020). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Rapat 

Umum Pemegang saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu 

lembaga keuangan syariah, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah (Darwanto, 2019). Hal ini bertujuan untuk menjamin 

efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pengawas. 

Pengukuran Dewan Pengawas Syariah yang digunakan dalam penelitian, 

menggunakan rumus sebagai berikut (Marhamah & Andraeny, 2024): 

Tabel 3.3 Skoring proksi Dewan Pengawas Syariah 

No Pengukuran Keterangan Skoring 

1 Ukuran DPS Jumlah Dewan Pengawas 

Syariah Dalam Manajemen 

1 = 3–5 anggota 

0,5 = 2 anggota 

0 = <2 atau >5 anggota 

2 DPS Cross 

Membership 

Persentase anggota dewan 

pengawas syariah 

menduduki jabatan yang 

sama di lebih dari satu bank 

syariah 

1 = Tidak ada rangkap 

jabatan 

0,5 = 1–2 anggota 

merangkap 

0 = >2 anggota 

merangkap jabatan 

3 Pendidikan 

DPS 

Persentase anggota DPS 

yang memenuhi kualifikasi 

pendidikan yang terdiri dari 

fiqh, fiqh muamalah, dan 

keuangan syariah 

1 = >50% anggota 
berlatar belakang 
pendidikan syariah 
0,5 = 25–50% 

0 = <25% 

4 Keahlian 

DPS 

Persentase anggota DPS 

yang memenuhi kualifikasi 

keahlian di bidang 

akuntansi, ekonomi, bisnis, 

dan hukum 

1 = >50% anggota 
memiliki keahlian 
profesional terkait 
0,5 = 25–50% 

0 = <25% 
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5 Reputasi 

DPS 

Persentase anggota DPS 

yang duduk pada lembaga 

yang mengeluarkan fatwa 

yaitu MUI 

1 = ≥1 anggota DPS 
juga menjabat atau 
berperan aktif di 
national Shariah 
advisory body 

(mis. DSN–MUI, SAC 

BNM, SFSB, dsb.) 

0,5 = Anggota DPS 

dikenal publik sebagai 

ulama atau ahli syariah 

bersertifikat nasional 

tetapi tidak menjabat di 

lembaga resmi 

0 = Tidak ada keterlibatan 

nasional 

6 Rotasi DPS Rotasi DPS merupakan 

pergantian anggota DPS 

setiap tahunnya untuk 

menambah pengalaman, 

pengetahuan, dan motivasi. 

Nilai 1 jika ada pergantian 

anggota DPS, Nilai 0 jika 

tidak ada pergantian 

anggota DPS. 

1 = Ada rotasi DPS 

dalam 1 tahun terakhir 

0 = Tidak ada rotasi DPS 

7 Remunerasi 

DPS 

Natural log dari jumlah 

imbalan yang ditetapkan 

dan diberikan kepada 

anggota DPS, baik dalam 

bentuk tunai maupun non 

tunai sesuai dengan tugas, 

wewenang dan tanggung 

jawabnya. 

Skor kontinyu 

berdasarkan nilai log 

dari remunerasi tahunan 

DPS 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Principal 

Component Analysis (PCA) dengan software SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.4. KMO dan Uji Bartlett’s Test Dewan Pengawas Syariah 

 

Proxy  Component >0,5 Nilai komposit 
1 2 

𝑋1 DPS_U 0,511 0,379 Ya 0,11 
𝑋2 DPS_CM 0,887 0,206 Ya 0,19 

𝑋3 DPS_P 0,809 0,009 Ya 0,18 
𝑋4 DPS_K 0,806 0,252 Ya 0,18 

𝑋5 DPS_REP 0,792 -0,030 Ya 0,17 

𝑋6 DPS_REM 0,765 0,337 Ya 0,17 

𝑋7 DPS_ROT 0,171 -0,141 Tidak 0 

Total nilai 1 

 

 
Penghitungan nilai komposit Dewan Pengawas Syariah 

= (0,11𝑋1) + (0,19𝑋2) + (0,18𝑋3) + (0,18𝑋4) + (0,17𝑋5) + (0,17𝑋6) 
 

 
3.1.4 Dewan Komisaris 

 

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada direksi (Khan & Zahid, 2020). Hussain et al., (2021) 

mendefinisikan dewan komisaris sebagai bagian dari organ perusahaan yang 

bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan 

dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perus ahaan 

melaksanakan tata kelola yang baik. Namun demikian, dewan komisaris tidak 

boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. 

 

Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut (Nugraheni et al., 2022): 
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Tabel 3.5 Skoring proksi Dewan Komisaris 

No Pengukuran Keterangan Skoring 

1 Ukuran 

Dewan 

Komisaris 

Jumlah Dewan Komisaris 

Dalam Manajemen 

1 = 3–5 anggota 

0,5 = 2 anggota 

0 = <2 atau >5 anggota 

2 Independensi Persentase anggota dewan 

komisaris yang berasal 

dari pihak eksternal 

perusahaan. 

1 = >50% anggota 

independen 

0,5 = 30–50% independen 

0 = <30% independen 

3 Jumlah Rapat Jumlah rapat tahunan yang 

diselenggarakan oleh 

Dewan Komisaris 

1 = >4 kali/tahun (minimal 
1x per kuartal, sesuai praktik 
tata kelola ASEAN) 
0,5 = 2–4 kali/tahun 

0 = <2 kali/tahun 

4 Pendidikan Persentase anggota Dewan 

Komisaris yang memenuhi 

kualifikasi pendidikan di 

bidang akuntansi, 

ekonomi, bisnis, dan 

hukum 

1 = >50% anggota 
berpendidikan relevan 
0,5 = 25–50% 

0 = <25% 

5 Cross 

membership 

Persentase anggota Dewan 

Komisaris menduduki 

jabatan yang sama di lebih 

dari satu bank syariah 

1 = Tidak ada rangkap 

jabatan 

0,5 = 1 anggota rangkap 

jabatan 

0 = ≥2 anggota 

rangkap jabatan 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Principal 

Component Analysis (PCA) dengan software SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.6. KMO dan Uji Bartlett’s Test Dewan Komisaris 

Proxy  Component >0,5 Nilai komposit 
1 2 

𝑋1 DK_U 0,651 0,172 Ya 0,17 
𝑋2 DK_I 0,647 0,382 Ya 0,17 
𝑋3 DK_FS 0,884 -0,081 Ya 0,24 

𝑋4 DK_P 0,799 0,293 Ya 0,21 

𝑋5 DK_CM 0,777 -0,183 Ya 0,21 

Total nilai 1 

 

Nilai komposit dewan komisaris 

= (0,17𝑋1) + (0,17𝑋2) + (0,24𝑋3) + (0,21𝑋4) + (0,21𝑋5) 
3.1.5 Komite Audit 

 

Komite audit menurut Firrizqi & Rahmawati (2021) adalah sekelompok 

orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan 

tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan 

komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor 

dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. 

Pengukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut (Ika & Nazli, 2019): 

Tabel 3.7 Skoring proksi komite Audit 

No Pengukuran Keterangan Skoring 

1 Independensi Nilai 1 jika semua anggota 

merupakan pihak independen 

eksternal 

Nilai 0 jika ada anggota yang 

bukan merupakan pihak 

independen eksternal 

1 = Seluruh 

anggota 

independen 

0 = Tidak semua 

independen 
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2 Keahlian Nilai 1 jika setidaknya satu 

anggota AC memiliki latar 

belakang pendidikan dan 

pengalaman di bidang 

akuntansi atau keuangan 

Nilai 0 jika tidak ada yang 

memiliki latar belakang 

pendidikan dan pengalaman di 

bidang akuntansi atau 

keuangan 

1 = Ada anggota 

ahli 

akuntansi/keuan 

gan 

0 = Tidak ada 

3 Tanggung 

Jawab 
Jika suatu perusahaan 

memberikan pernyataan singkat 

mengenai suatu tanggung 

jawab, maka akan diberi skor 1. 

Jika suatu perusahaan 

memberikan penjelasan yang 

detail maka akan diberikan skor 

2, dan jika perusahaan tidak 

memberikan penjelasan rinci 

atau tidak mengungkapkannya 

sama sekali, maka akan 

diberikan skor 0. 

2 = Penjelasan 

rinci 

1 = Pernyataan 

singkat 

0 = Tidak ada 

4 Ukuran 

Audit 

Komite 

Nilai 1 jika jumlah komite 

audit setidaknya 3 

Nilai 0 jika jumlah komite 

audit <3 

1 = ≥ 3 

anggota 

0 = <3 anggota 

5 Jumlah Rapat Nilai 1 jika jumlah rapat 

komite audit setidaknya 4x 

setahun 

Nilai 0 jika jumlah rapat 

komite audit <4x setahun 

1 = ≥4 kali 

setahun 

0 = <4 kali 
setahun 

6 Pengungkapan 

Voluntary 

Nilai 1 jika komite audit 

melakukan pengungkapan 

voluntary 

Nilai 0 jika komite audit tidak 

melakukan pengungkapan 

voluntary 

1 = Ada 

pengungkapan 

tambahan 

0 = Tidak ada 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Principal 
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Component Analysis (PCA) dengan software SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8 KMO dan Uji Bartlett’s Test Komite Audit 

Proxy  Component >0,5 Nilai komposit 
1 2 

𝑋1 KA_IN 0,794 -0,137 Ya 0,19 
𝑋2 KA_SP 0,921 -0.040 Ya 0,22 
𝑋3 KA_JT 0,808 0,074 Ya 0,19 
𝑋4 KA_FR 0,841 0,036 Ya 0,20 

𝑋5 KA_PV 0,851 0,27 Ya 0,20 

𝑋6 KA_U -0,132 -0,356 Tidak 0 

Total nilai 1 

 
Penghitungan nilai komposit Dewan Pengawas Syariah 

= (0,19𝑋1) + (0,22𝑋2) + (0,19𝑋3) + (0,20𝑋4) + (0,20𝑋5) 
 

3.1.6 Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan dapat dilihat salah satunya berdasarkan total aset yang 

dimiliki. Kemampuan bank syariah akan semakin besar dalam menghadapi 

masalah dan menghasilkan laba karena didukung oleh aset perusahaan yang besar. 

Dalam pengujiannya, ukuran perusahaan menggunakan nilai nominal aset yang 

diubah menjadi Log natural total asset untuk menyederhanakan nominal yang 

terlalu besar (Hartawati et al., 2018): 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡) 

3.1.7 Komposisi Masyarakat Muslim 

 

Variabel kontrol komposisi masyarakat muslim merepresentasikan kondisi 

sosial dan religius di negara tempat bank syariah beroperasi. Masyarakat dengan 

proporsi penduduk Muslim yang tinggi cenderung memiliki tingkat kesadaran 

dan ekspektasi sosial yang lebih kuat terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam 
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kegiatan ekonomi, termasuk perbankan syariah (Haniffa & Hudaib, 2007; Dusuki 

& Abdullah, 2007). Dalam konteks demikian, bank syariah terdorong untuk 

menampilkan kinerja sosial yang lebih tinggi melalui kegiatan seperti 

pengelolaan zakat, penyaluran dana kebajikan, dan pelaporan tanggung jawab 

sosial (Sher Khan et al., 2025). 

Dalam penelitian ini, variabel Mayoritas Muslim diukur menggunakan 

pendekatan variabel dummy, dengan ketentuan nilai 1 untuk negara yang 

memiliki proporsi penduduk Muslim lebih dari 50%, dan 0 untuk negara yang 

proporsinya sama dengan atau kurang dari 50%. Penentuan proporsi penduduk 

Muslim di masing-masing negara mengacu pada data yang diterbitkan oleh Pew 

Research Center (2023) dan World Bank (2024). Melihat proporsi penduduk 

berdasarkan agama tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka 

waktu pendek, variabel ini dikategorikan sebagai time-invariant variable selama 

periode observasi 2021–2024. Dengan demikian, komposisi masyarakat Muslim 

berfungsi sebagai variabel kontrol yang merepresentasikan perbedaan konteks 

sosial dan religius lintas negara dalam model analisis kinerja sosial bank syariah. 

 

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠𝑀𝑢𝑠𝑙𝑖𝑚𝑐 = {1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑀𝑢𝑠𝑙𝑖𝑚 
> 50% 0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑀𝑢𝑠𝑙𝑖𝑚 ≤ 50% 

 

Data mengenai proporsi penduduk Muslim di setiap negara diperoleh dari 

Pew Research Center (2025) melalui laporan berjudul “How the Global Religious 

Landscape Changed from 2010 to 2020.” Laporan tersebut menyajikan estimasi 

terbaru tentang komposisi agama berdasarkan data sensus dan survei nasional 

yang terverifikasi secara global untuk tahun 2020. Penggunaan sumber ini 
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didasarkan pada konsistensi metodologi antarnegara serta keandalannya dalam 

penelitian lintas negara (Hackett et al., 2025). 

Tabel 3.9 Klasifikasi penduduk mayoritas muslim dan bukan muslim 

Negara Persentase 

Penduduk Muslim 

(%) 

Mayoritas Muslim Dummy 

(1 = Ya ; 0 =Tidak) 

Indonesia 87 1 

Malaysia 64,1 1 

Brunei 

Darussalam 82,2 1 

Singapore 16,1 0 

Thailand 4,5 0 

 

Pengendalian variabel ini bertujuan untuk meminimalkan bias akibat 

perbedaan konteks sosial antarnegara, sehingga hubungan antara tata kelola dan 

kinerja sosial dapat diuji secara lebih akurat. Pendekatan ini sejalan dengan 

temuan Thaib et al. (2024), yang menegaskan bahwa faktor religiusitas 

masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola dan performa 

sosial bank syariah di Asia Tenggara. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dengan kata lain, populasi mencakup seluruh individu, kelompok, atau entitas 

yang menjadi sasaran penelitian, baik dalam jumlah besar maupun kecil, 

tergantung pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan. 

Dalam konteks penelitian kuantitatif, populasi berfungsi sebagai dasar untuk 
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menentukan sampel, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi secara tepat 

terhadap keseluruhan objek yang diteliti (Sugiyono, 2019). 

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh bank umum syariah (full- 

fledged Islamic banks) yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan 

data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), Bank Negara Malaysia (BNM, 

2024), serta laporan tahunan dari Bank Islam Brunei Darussalam (2024), Islamic 

Bank of Thailand (2024), dan Al-Amanah Islamic Bank of the Philippines (2024), 

jumlah total bank umum syariah di kawasan ini adalah 33 bank. 

Tabel 3.10 Eliminasi Kriteria Sampel 

 

Kriteria Jumlah 

Bank Umum Syariah di Asia Tenggara 33 

Bank Umum Syariah yang didirikan di Asia Tenggara 

mulai tahun 2021 

32 

Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan 

keuangan dan hasil audit antara tahun 2021 hingga 2024 

32 

Bank Umum Syariah dengan data komprehensif terkait 

laporan tata kelola perusahaan yang baik dan indikator 

kinerja sosial. 

25 

 

Sesuai dengan kriteria tersebut, terdapat 25 sampel Bank Umum Syariah di 

Asia Tenggara yang dijadikan sampel. 25 Bank Umum Syariah di Asia Tenggara 

tersebut terdiri dari 10 bank dari Indonesia, 11 bank dari Malaysia, dan masing- 

masing satu bank dari Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Metode 

dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan data dari laporan keuangan 

tahunan 25 bank syariah yang beroperasi di Asia Tenggara dari tahun 2021 hingga 
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2024. Laporan ini diperoleh dari website masing-masing Bank Umum Syariah. 

Secara total, 100 set data akan dikumpulkan (25 bank x 4 tahun). Berikut adalah 

daftar 25 nama Bank Umum Syariah di Asia Tenggara. 

 

Tabel 3.11 Daftar 25 Bank Umum Syariah di Asia Tenggara 

Nama Bank Umum Syariah 

1 Bank Mega Syariah 14 OCBC Al-Amin Berhad 

2 Bank Syariah Indonesia 15 RHB Islamic Bank Berhad 

3 Bank BCA Syariah 16 SC-Saadiq Bank Berhad 

4 Bank KB Bukopin Syariah 17 Bank Islam Malaysia Berhad 

5 Bank Panin Dubai Syariah 18 Kuwait Finance House Berhad 

6 Bank Jabar Banten Syariah 19 HSBC Amanah Bank 

7 Bank BTPN Syariah 20 Islamic Bank of Thailand 

8 Bank Muamalat Indonesia 21 Hong Leong Islamic Bank Berhad 

9 Bank Aladin Syariah 22 MBSB Bank Berhad 

10 Bank Victoria Syariah 23 Islamic Bank Of Asia 

11 Affin Bank Berhad 24 Amanah Islamic Bank of the 

Philipines 

12 Am-Islamic Bank Berhad 25 Bank Islamic of Brunei 

Darussalam 

13 Bank Muamalat Malaysia 
 

 

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yaitu 

penelitian yang bertujuan dengan melakukan deskripsi dan gambaran pada data 

yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang prosedurnya 

menggunakan statistik dengan menggunakan bantuan alat statistik untuk 

penunjang dalam penelitian ini (Sugiyono, 2015). Data yang digunakan 
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merupakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan Bank Umum Syariah 

(BUS) di Asia Tenggara periode 2021-2024. 

Data laporan keuangan diperoleh dari website masing-masing Bank 

Umum Syariah di Asia Tenggara. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu 

sebanyak 25 bank umum syariah di Asia Tenggara. Secara total, 100 set data akan 

dikumpulkan (25 bank x 4 tahun). 

3.4 Metode Analisis Data 

 

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan 

untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan dapat 

digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Ghozali (2018) 

menyatakan bahwa analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dipahami serta untuk menarik kesimpulan 

berdasarkan data yang dianalisis. Metode analisis data dalam penelitian ini 

meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Seluruh proses 

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak EViews. 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum mengenai karakteristik data penelitian tanpa melakukan penarikan 

kesimpulan yang bersifat inferensial. Menurut Sugiyono (2017), statistik 

deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

dikumpulkan sebagaimana adanya. Statistik deskriptif dalam penelitian ini 

ditunjukkan melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar 

deviasi. Nilai rata-rata digunakan untuk menggambarkan kecenderungan sentral 
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data, sedangkan standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai 

rata-rata. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui rentang 

variasi data dalam sampel penelitian (Ghozali, 2018). 

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai 

seluruh variabel penelitian, yaitu dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan 

komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, komposisi penduduk mayoritas 

Muslim, serta kinerja sosial bank syariah. Hasil analisis statistik deskriptif 

menjadi dasar untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pengujian 

lebih lanjut menggunakan analisis regresi data panel. 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik 

sebagai persyaratan pengujian regresi data panel untuk memastikan bahwa data 

penelitian valid, tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien. 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model 

yang baik adalah model yang memiliki distribusi data yang normal. Untuk 

menguji normalitas dengan menggunakan eviews, penelitian ini 

menggunakan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali 

(2018) deteksi pada uji ini dilakukan dengan melihat Jarque Bera yang 

merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary 

Least Square). 
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Kriteria uji normalitas yaitu dengan melihat probabilitas Jarque Bera 

(JB) sebagai berikut: 

a. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal 

 

b. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. 

Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi 

tidak stabil dan meningkatkan standar error, sehingga mengganggu ketepatan 

pengujian hipotesis (Gujarati & Porter, 2009). Menurut Ghozali dan Chariri 

(2018), model regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan 

adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen.  

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengamati matriks korelasi antar variabel independen, di mana hubungan 

antar variabel dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai korelasi 

antar variabel independen berada di bawah 0,80. Nilai ini dipilih sebagai 

ambang batas kehati-hatian metodologis karena korelasi yang mendekati 0,80 

dapat mulai mempengaruhi kestabilan koefisien regresi meskipun dalam 

literatur klasik batas maksimum yang sering dikutip adalah hingga 0,90 

(Ghozali & Ratmono, 2017). Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam 

penelitian empiris kuantitatif, termasuk penelitian yang dilakukan oleh 

Tumewang et al. (2020), yang menerapkan kriteria serupa dalam 

mengevaluasi asumsi multikolinearitas sebelum melanjutkan ke tahap 
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analisis selanjutnya.. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians error 

term dalam model regresi bersifat konstan antar observasi. 

Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual berbeda antara satu 

observasi dengan observasi lainnya, yang menunjukkan pelanggaran 

terhadap asumsi homoskedastisitas dalam regresi linear. Dalam konteks data 

panel, heteroskedastisitas sering muncul akibat perbedaan karakteristik antar 

unit cross-section, seperti perbedaan skala usaha, tingkat efisiensi, maupun 

kondisi operasional, sehingga varians error menjadi tidak seragam.  

Kondisi ini tidak menyebabkan koefisien regresi menjadi bias, namun 

dapat mengakibatkan standar error menjadi tidak efisien dan tidak konsisten, 

yang pada akhirnya menurunkan keandalan uji signifikansi statistik. 

Literatur ekonometrika panel modern menegaskan bahwa 

heteroskedastisitas merupakan permasalahan yang umum dalam regresi data 

panel dan perlu diperhatikan untuk menjaga validitas inferensi statistik 

(Feng et al., 2020). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antara error term (residual) pada satu periode pengamatan dengan periode 

lainnya. Autokorelasi umumnya muncul pada data yang memiliki dimensi 

waktu, termasuk data panel, karena setiap unit cross-section diamati secara 

berulang sehingga residual antar periode berpotensi saling bergantung. 
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Keberadaan autokorelasi tidak menyebabkan estimasi koefisien regresi 

menjadi bias, namun dapat mengakibatkan standar error menjadi tidak 

konsisten sehingga uji statistik seperti uji t dan uji F menjadi tidak reliabel.  

Dalam praktik empiris, autokorelasi umumnya diuji menggunakan 

beberapa metode, antara lain Durbin–Watson, Breusch–Godfrey, serta uji 

Wooldridge untuk data panel, meskipun penerapannya pada model panel 

perlu disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan (Baltagi, 2008). 

Oleh karena itu, pengujian autokorelasi merupakan bagian penting dari uji 

asumsi klasik untuk memastikan validitas inferensi statistik dalam model 

regresi data panel (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010). 

 

3.4.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Panel 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data 

panel. Data panel adalah data yang terdiri dari sebuah set data sampel individu 

dalam periode waktu tertentu, dengan kata lain data panel merupakan gabungan 

antara data lintas-waktu (time-series) dan data lintas-individu (cross-section). 

Pada penelitian ini ada dua tahapan untuk memilih metode estimasi yang tepat 

dalam melakukan pengujian data panel yaitu uji chow dan uji hausman.  

1. Uji Chow 

Chow Test merupakan pengujian yang digunakan untuk 

membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara common 

effect model dan fixed effect model. 

Pengujian hipotesis chow sendiri yakni:  

H0: Common effect model 
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H1: Fixed effect model 

Jika nilai probabilitas (cross-section Chi-square) lebih besar dari 0,05, 

maka model yang dipilih adalah common effect. Namun jika nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah fixed 

effect. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih 

apakah menggunakan model Fixed Effect dan Random Effect. Hipotesis yang 

digunakan pada uji Hausman adalah: 

H0: Random effect 

H1: Fixed effect 

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih 

adalah fixed effect. Namun jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka 

model yang dipilih adalah random effect.  

Analisis regresi yang dipilih untuk penelitian ini merupakan analisis 

regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dewan 

direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit dapat 

mempengaruhi kinerja sosial bank syariah. Berikut bentuk persamaan yang 

dapat digunakan untuk regresi linear berganda. 

Model Regresi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

KS = a + ß1DD + ß2DPS + ß3DK + ß4KA + ß5TA + ß6MM + e 

 

Keterangan: 

 

KS = Kinerja Sosial 
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a = Konstanta 

ß1, ß2, ß3, ß4, ß5, ß6 = Slope atau koefisien regresi 

DD = Dewan Direksi 

DPS = Dewan Pengawas Syariah 

DK = Dewan komisaris 

KA = Komite Audit 

TA = Ukuran Perusahaan 

MM = Komposisi Masyarakat Muslim 

e = Koefisien Eror 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data panel 25 bank syariah di Asia Tenggara 

selama periode 2021–2024. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat 

lunak Eviews 13, yang mencakup statistik deskriptif, pemilihan model regresi data 

panel, serta pengujian pengaruh tata kelola terhadap kinerja sosial bank syariah 

dengan mempertimbangkan variabel kontrol. 

4.1.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan pengujian model 

regresi data panel. 

Tabel 4.1 Statistik deskriptif 

  KS (Y) DD (X1) DPS (X2) DK (X3) KA (X4) TA (Z1) MM (Z2) 

 Mean 0.5204 0.5436 3.4608 0.5807 2.4251 31.9706 0.66 

 Median 0.525 0.54 4.12 0.59 2.57 32.515 0.61 

 Maximum 0.89 1 7.04 1 2.81 40.16 0.87 

 Minimum 0.2 0.1 0.19 0.21 1.37 23.06 0.05 

 Std. Dev. 0.146314 0.174602 1.772415 0.241164 0.49282 3.210409 0.244222 

Observations 100 100 100 100 100 100 100 

Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam 

penelitian ini sebanyak 100 data. Statistik deskriptif mencakup nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean), median, dan standar deviasi untuk masing-masing 

variabel penelitian, yaitu kinerja sosial bank syariah, mekanisme tata kelola, serta 

variabel kontrol. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel kinerja sosial (KS) 

bank syariah memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5204, dengan nilai minimum 0,20 
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yang dimiliki oleh Islamic Bank of Thailand dan nilai maksimum 0,89 yang 

dimiliki oleh Am Islamic Bank Berhad. Hasil ini menunjukkan adanya variasi 

tingkat kinerja sosial antar bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Nilai standar 

deviasi sebesar 0,1463 mengindikasikan bahwa tingkat penyebaran kinerja sosial 

relatif moderat di sekitar nilai rata-ratanya, yang mencerminkan perbedaan 

praktik dan intensitas kegiatan sosial antar bank selama periode pengamatan. 

Perbedaan nilai kinerja sosial (KS) antara Islamic Bank of Thailand dan 

Am-Islamic Bank Berhad tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan 

demografis masyarakat tempat bank syariah beroperasi, khususnya terkait 

komposisi penduduk mayoritas Muslim. Islamic Bank of Thailand beroperasi di 

negara dengan penduduk Muslim sebagai minoritas, sehingga permintaan 

terhadap produk dan aktivitas sosial berbasis nilai syariah relatif lebih terbatas. 

Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya intensitas program sosial berbasis zakat, 

dana kebajikan, maupun pembiayaan sosial, serta pada rendahnya tekanan 

stakeholder terhadap pengungkapan kinerja sosial bank syariah. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa di negara non-mayoritas Muslim, bank syariah 

cenderung lebih berfokus pada aspek komersial dan kepatuhan regulasi umum 

dibandingkan pada ekspansi peran sosial yang bersifat religius (Mallin, Farag, & 

Ow-Yong, 2014). 

Sebaliknya, Am-Islamic Bank Berhad yang beroperasi di Malaysia, 

sebuah negara dengan penduduk mayoritas Muslim menunjukkan nilai kinerja 

sosial tertinggi dalam sampel penelitian. Hal ini mencerminkan bahwa 

lingkungan sosial yang mayoritas Muslim menciptakan ekspektasi stakeholder 
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yang lebih kuat terhadap peran sosial bank syariah, baik sebagai lembaga 

keuangan maupun sebagai institusi yang membawa misi keumatan. Tekanan dari 

masyarakat, regulator, dan otoritas syariah mendorong bank syariah di negara 

mayoritas Muslim untuk lebih aktif dalam pembiayaan sosial, distribusi dana 

sosial, serta pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih komprehensif. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Haniffa dan Cooke (2005) serta 

Nomran dan Haron (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan sosial 

bank syariah cenderung lebih tinggi di lingkungan institusional yang religius dan 

mendukung perkembangan keuangan syariah. 

Variabel Dewan Direksi (DD) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5436, 

dengan nilai minimum 0,10 yang dimiliki oleh Amanah Islamic Bank of the 

Philippines dan nilai maksimum 1,00 yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah dan 

OCBC Al-Amin Berhad. Nilai standar deviasi sebesar 0,1746 menunjukkan 

adanya variasi karakteristik dewan direksi antar bank syariah. Variasi ini 

mencerminkan perbedaan struktur dan kualitas tata kelola, khususnya terkait 

ukuran dewan direksi, tingkat independensi, keahlian keuangan, serta keberadaan 

dualitas CEO pada masing-masing bank. 

Sementara itu, variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki nilai 

rata-rata sebesar 3,4608, dengan nilai minimum 0,19 yang dimiliki oleh Affin 

Bank Berhad, OCBC Al-Amin Berhad, SC Saadiq Bank Berhad, Kuwait Finance 

House Berhad, Bank Islam Brunei Darussalam, Amanah Islamic Bank of the 

Philippines, dan Islamic Bank of Thailand. Nilai maksimum sebesar 7,04 dimiliki 

oleh Bank Syariah Indonesia. Nilai standar deviasi yang relatif tinggi, yaitu 
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1,7724, menunjukkan tingginya tingkat heterogenitas karakteristik DPS antar 

bank syariah di Asia Tenggara, baik dari sisi ukuran DPS, keanggotaan lintas 

lembaga (cross-membership), tingkat pendidikan, keahlian, reputasi, maupun 

remunerasi DPS. 

Variabel Dewan Komisaris (DK) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5807, 

dengan nilai minimum 0,21 dimiliki oleh OCBC Al-Amin Berhad Kuwait 

Finance House Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Hong Leong Islamic Bank 

Berhad, dan MBSB Bank Berhad. Sedangkan nilai maksimum 1,00 dimiliki oleh 

bank BCA Syariah. Nilai standar deviasi sebesar 0,2412 menunjukkan adanya 

variasi yang cukup besar dalam karakteristik dewan komisaris antar bank, yang 

mencerminkan perbedaan tingkat ukuran dewan komisaris, independensi, jumlah 

rapat, pendidikan, dan pengalaman lintas keanggotaan (cross-membership). 

Selanjutnya, variabel Komite Audit (KA) memiliki nilai rata-rata sebesar 

2,4251, dengan nilai minimum 1,37 dimiliki oleh Kuwait Finance House Berhad 

dan maksimum 2,81 dimiliki oleh beberapa bank seperti Bank Mega Syariah, 

Bank BCA Syariah, Bank KB Bukopin Syariah,  bank Syariah Indonesia, dan 

Islamic Bank Of Asia. Standar deviasi sebesar 0,4928 menunjukkan bahwa 

kualitas dan intensitas peran komite audit relatif bervariasi antar bank syariah, 

terutama terkait independensi, keahlian, tanggung jawab, frekuensi rapat dan 

pengungkapan sukarela.  

Untuk variabel kontrol Ukuran Perusahaan (TA), nilai rata-rata sebesar 

31,9706, dengan rentang nilai minimum 23,06 yang dimiliki oleh Bank Jabar 

Banten Syariah dan nilai maksimum 40,16 dimiliki oleh SC-Saadiq Bank Berhad. 
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Standar deviasi sebesar 3,2104 menunjukkan perbedaan skala usaha yang cukup 

signifikan antar bank syariah yang menjadi sampel penelitian. Hal ini 

mencerminkan keberagaman ukuran bank syariah di kawasan Asia Tenggara. 

Sementara itu, variabel kontrol Mayoritas Muslim (MM) memiliki nilai 

rata-rata sebesar 0,66, yang menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah 

dalam sampel penelitian beroperasi di negara dengan penduduk mayoritas 

Muslim. Nilai standar deviasi sebesar 0,2442 menunjukkan adanya variasi 

konteks sosial dan demografis antar negara di kawasan Asia Tenggara, yang 

selanjutnya diuji pengaruhnya terhadap kinerja sosial bank syariah. 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah residual dalam model 

regresi data panel terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik 

ditunjukkan oleh residual yang berdistribusi normal, sehingga hasil estimasi 

yang diperoleh bersifat tidak bias dan dapat diinterpretasikan secara statistik. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji 

Jarque–Bera dengan bantuan aplikasi Eviews. 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
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Hasil uji Jarque-Bera menunjukkan nilai probabilitas sebesar 

0,479980 (>0,05) sehingga residual berdistribusi normal. Sehingga 

menunjukan model regresi telah memenuhi syarat normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi ada tidaknya 

korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Nilai 

korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat memengaruhi estimasi 

koefisien regresi, sehingga perlu diuji sebelum pengujian hipotesis 

dilakukan. Berdasarkan Tabel 4.2, seluruh nilai korelasi antar variabel 

independen tidak melebihi batas ambang 0,80. Nilai korelasi tertinggi antar 

variabel independen terdapat antara variabel TA (Z1) dan MM (Z2) sebesar 

0,633, namun nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas yang 

menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 
 KA (X4) DK (X3) DD (X1) DPS (X2) TA (Z1) MM (Z2) 

KA (X4) 1 0,061 -0,003 0,054 0,057 -0,202 

DK (X3) 0,061 1 0,148 -0,005 0,196 -0,141 

DD (X1) -0,003 0,148 1 -0,125 -0,190 -0,285 

DPS (X2) 0,054 -0,005 -0,125 1 -0,132 -0,465 

TA (Z1) 0,057 0,196 -0,190 -0,132 1 0,633 

MM (Z2) -0,202 -0,141 -0,285 -0,465 0,633 1 

Hasil pengujian menunjukkan seluruh nilai korelasi antar variabel 

independen menunjukkan nilai di bawah 0,90. Nilai korelasi tertinggi 

terdapat antara variabel TA (Z1) dan MM (Z2) sebesar 0,633, namun nilai 

tersebut masih berada di bawah ambang batas yang mengindikasikan adanya 
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multikolinearitas yang serius. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah 

multikolinearitas dan seluruh variabel independen dapat digunakan secara 

simultan dalam model penelitian. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini, hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh dari 

EViews menunjukkan bahwa model regresi data panel pada tahap awal 

belum memenuhi asumsi homoskedastisitas (Uji LR menunjukkan adanya 

heteroskedastisitas atau nilai probability < 0,05), sehingga dapat dikatakan 

hasil pengujian masih kurang memuaskan.  

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan varians residual antar unit 

cross-section, yang umumnya disebabkan oleh perbedaan karakteristik, 

skala, dan kondisi operasional masing-masing unit yang diamati. 

Keberadaan heteroskedastisitas tidak menyebabkan koefisien regresi 

menjadi bias, namun dapat mengakibatkan standar error menjadi tidak 

efisien, sehingga uji statistik konvensional berpotensi menghasilkan 

kesimpulan yang kurang reliabel. 

4. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan perangkat 

lunak EViews, model regresi data panel pada tahap awal menunjukkan 

adanya indikasi autokorelasi. Hal ini tercermin dari nilai Durbin–Watson 
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pada statistik sebesar 0,943041 mengindikasikan adanya autokorelasi positif 

pada residual. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa residual antar 

periode belum sepenuhnya bersifat independen, sehingga berpotensi 

memengaruhi konsistensi standar error dan keandalan uji signifikansi 

parameter.  

Gambar 4.3 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang 

menunjukkan bahwa model regresi data panel pada tahap awal belum 

sepenuhnya memenuhi asumsi klasik, diperlukan langkah mitigasi untuk 

memastikan keandalan hasil estimasi. Dalam literatur ekonometrika panel, 

pelanggaran terhadap asumsi autokorelasi dan heteroskedastisitas tidak 

menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi bias, namun dapat 

memengaruhi konsistensi standar error dan validitas inferensi statistik.  

Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan estimator 

kovarian yang robust, yaitu White Cross-Section (WCS) robust standard 

errors, untuk mengoreksi standar error agar tahan terhadap 

heteroskedastisitas dan kemungkinan korelasi residual antar unit cross-

section. Penerapan metode ini bertujuan untuk menangkal dampak hasil uji 

asumsi klasik yang kurang memuaskan, sehingga estimasi yang dihasilkan 

tetap dapat digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis secara lebih andal. 

 

4.1.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Pemilihan model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan secara 
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bertahap untuk memperoleh model estimasi yang paling tepat dan sesuai dengan 

karakteristik data. Tahapan pengujian meliputi Uji Chow dan Uji Hausman. Uji 

Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat 

antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM).  

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 525.2051 -24.7 0.00000 

Cross-section Chi-square 102.987052 24 0.00000 

Berdasarkan hasil Redundant Fixed Effects Test, diperoleh nilai 

probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-square masing-masing 

sebesar 0,0000 < 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Fixed Effect Model lebih tepat digunakan dibandingkan Common Effect 

Model. Hasil ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan 

antar bank syariah selama periode pengamatan. 

Setelah Fixed Effect Model terpilih berdasarkan hasil Uji Chow, 

selanjutnya dilakukan Uji Hausman untuk menentukan model regresi data panel 

yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) atau  Random Effect Model 

(REM). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

probabilitas cross-section random dengan nilai signifikansi 0,05 (5%). Apabila 

nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05 maka model yang 

terpilih adalah fixed effect, sebaliknya, jika nilai probabilitas cross-section 

random lebih besar dari 0,05 maka model yang terpilih adalah random effect. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq d.f. Prob 

Cross-section random 10.814536 5 0.0552 
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Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 

0,0552 > 0,05, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, model Random Effect 

dinilai lebih tepat digunakan dibandingkan model Fixed Effect. Selanjutnya, 

berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model regresi data panel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Namun 

demikian, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan adanya heteroskedastisitas 

dan autokorelasi dalam data panel. Oleh karena itu, estimasi dilakukan 

menggunakan Random Effect Model dengan White cross-section (period cluster) 

robust standard errors guna memperoleh inferensi statistik yang konsisten dan 

valid.. 

4.1.4 Hasil estimasi Random Effect Model (Uji F, Koefisien Determinasi/ R², 

Model regresi, dan Uji T) 

1. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk variabel kontrol, secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistic dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5 persen (0,05). Apabila nilai probabilitas F-statistic 

lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.5 Hasil Uji F 

F-statistic 5.348831 

Prob (F-statistic) 0.000088 
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Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model (REM), diperoleh 

nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000088, yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola dan 

variabel kontrol secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

sosial bank syariah. Dengan demikian, model regresi yang digunakan 

dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel secara parsial melalui uji t. 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berada pada rentang antara nol hingga satu, di 

mana semakin mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen 

dalam model mampu memberikan informasi yang lebih besar dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. 

Tabel 4.6 Hasil Koefisien determinasi 

R-squared 0.256553 

Adjusted R-squared 0.208589 

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model (REM), diperoleh 

nilai Adjusted R-squared sebesar 0,208589 menunjukkan bahwa sekitar 

20,86 persen variasi kinerja sosial bank syariah dapat dijelaskan oleh 

variabel independen dan variabel kontrol dalam model penelitian. 

Sementara itu, sisanya sebesar 79,14 persen dipengaruhi oleh faktor lain di 

luar model. 



85 
 

Nilai koefisien determinasi tersebut masih dapat diterima dalam 

konteks penelitian sosial dan keuangan, mengingat kinerja sosial 

merupakan konstruk multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

internal bank, lingkungan institusional, serta karakteristik negara yang 

tidak seluruhnya dapat diakomodasi dalam satu model empiris. 

3. Model Regresi 

Berdasarkan hasil pemilihan model dan pengujian asumsi klasik, 

penelitian ini menggunakan Random Effect Model (REM) untuk 

mengestimasi pengaruh tata kelola terhadap kinerja sosial bank syariah di 

Asia Tenggara. Dari hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan maka 

diperoleh koefisien sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Regresi Data Panel 

Variable Coefficient 

C 0.143469 

X1 -0.081688 

X2 -0.002751 

X3 -0.122943 

X4 0.046000 

Z1 0.003896 

Z2 0.403220 

Sehingga model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y =0, 143469 - 0,081688 X1 - 0,002571X2 - 0,122943X3 + 0,046000X4  

+0,003896Z1 +0,403220Z2 
+ e 

Interpretasi dari nilai konstanta C sebesar 0,143469 menunjukkan 

bahwa apabila seluruh variabel independen dan variabel kontrol 

diasumsikan bernilai nol, maka nilai kinerja sosial bank syariah 
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diperkirakan sebesar 0,143469. Nilai ini merepresentasikan tingkat dasar 

kinerja sosial yang tidak dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola maupun 

karakteristik kontrol dalam model. 

Koefisien regresi variabel Dewan Direksi (X1) bernilai −0,081688, 

yang menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan skor dewan direksi 

cenderung menurunkan kinerja sosial bank syariah sebesar 0,081688, 

dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, berdasarkan hasil uji t 

sebelumnya, variabel ini tidak berpengaruh signifikan, sehingga arah 

pengaruh ini tidak dapat diinterpretasikan secara kausal. 

Koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah (X2) sebesar −0,002751 

menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat kecil antara DPS dan 

kinerja sosial bank syariah. Mengingat variabel ini juga tidak signifikan 

secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik DPS dalam 

penelitian ini belum memberikan pengaruh nyata terhadap variasi kinerja 

sosial bank syariah di Asia Tenggara. 

Koefisien regresi variabel Dewan Komisaris (X3) bernilai 

−0,122943, yang berarti peningkatan satu satuan skor dewan komisaris 

cenderung menurunkan kinerja sosial bank syariah sebesar 0,122943, 

dengan asumsi variabel lain tetap. Berbeda dengan X1 dan X2, variabel ini 

berpengaruh signifikan, sehingga hasil ini menunjukkan adanya pengaruh 

negatif yang nyata dari karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja 

sosial bank syariah. 

Koefisien regresi Komite Audit (X4) sebesar 0,046000 menunjukkan 
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bahwa peningkatan kualitas komite audit berasosiasi dengan peningkatan 

kinerja sosial bank syariah sebesar 0,046000, dengan asumsi variabel lain 

konstan. Mengingat variabel ini berpengaruh signifikan secara statistik, 

hasil ini mengindikasikan bahwa komite audit berperan positif dalam 

mendorong kinerja sosial bank syariah. 

Koefisien regresi variabel kontrol Ukuran Perusahaan (Z1) sebesar 

0,003896 menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan cenderung 

meningkatkan kinerja sosial bank syariah, namun berdasarkan uji t variabel 

ini tidak berpengaruh signifikan, sehingga perannya bersifat pengendalian 

(kontrol) dan bukan penentu utama. 

Koefisien regresi variabel Mayoritas Muslim (Z2) sebesar 0,403220 

menunjukkan bahwa bank syariah yang beroperasi di negara dengan 

penduduk mayoritas Muslim memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih 

tinggi sebesar 0,403220 dibandingkan bank syariah di negara non-

mayoritas Muslim, dengan asumsi variabel lain konstan. Variabel ini 

berpengaruh signifikan, sehingga menunjukkan bahwa konteks sosial dan 

demografis negara berperan penting dalam menjelaskan variasi kinerja 

sosial bank syariah di Asia Tenggara. 

4. Uji T 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan 

mengasumsikan variabel independen lainnya bersifat konstan. Pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (Prob.) masing-

masing variabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (0,05). 
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Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut 

dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. 

Berdasarkan hasil estimasi data panel statis dengan Random Effect Model, 

diperoleh hasil uji t sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji T 

Variable 
Data Panel Statis 

t-Statistic Prob 

C 0.781357 0.4366 

X1 -1.238322 0.2187 

X2 -0.303671 0.7621 

X3 -2.758966 0.0070 

X4 2.208835 0.0296 

Z1 0.637505 0.5254 

Z2 4.099583 0.0001 

Hasil uji signifikansi parsial menunjukkan bahwa tidak semua 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank 

syariah. Variabel X1 Dewan Direksi memiliki nilai probabilitas sebesar 

0,2187 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Dengan 

demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Dewan Direksi 

terhadap kinerja sosial ditolak. Variabel X2 Dewan Pengawas Syariah 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7621 (> 0,05), yang menunjukkan 

bahwa DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank 

syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa karakteristik DPS dalam model 

belum mampu menjelaskan variasi kinerja sosial secara parsial. 

Sebaliknya, variabel X3 Dewan Komisaris memiliki nilai 
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probabilitas sebesar 0,0070, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 

persen, dengan koefisien regresi bernilai negatif. Dengan demikian, 

hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Dewan Komisaris terhadap 

kinerja sosial diterima, namun dengan arah pengaruh negatif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan Dewan Komisaris cenderung diikuti 

oleh penurunan kinerja sosial bank syariah. Variabel X4 Komite Audit 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0296, yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 5 persen, serta koefisien regresi bernilai positif. Dengan 

demikian, Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja sosial bank syariah. 

Untuk variabel kontrol, Z1 Ukuran Perusahaan memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,5254, sehingga Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Sementara itu, 

Z2 Mayoritas Muslim memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001, yang 

menunjukkan bahwa Komposisi masyarakat muslim berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. 

Secara keseluruhan, hasil estimasi Random Effect Model 

menunjukkan bahwa kinerja sosial bank syariah tidak hanya dipengaruhi 

oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi aspek tata kelola dan 

karakteristik struktural bank. Signifikansi beberapa variabel tertentu 

mengindikasikan bahwa mekanisme internal bank memiliki peran penting 

dalam mendorong pencapaian kinerja sosial, sementara variabel lain 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. 
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Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kinerja sosial bank 

syariah bersifat heterogen, baik antar bank maupun antar negara, sehingga 

pendekatan data panel dengan Random Effect Model menjadi relevan 

untuk menangkap variasi tersebut. Hasil penelitian ini sekaligus 

memberikan dasar empiris untuk analisis lebih lanjut pada bagian 

pembahasan dengan mengaitkan temuan empiris terhadap kerangka teoritis 

yang digunakan. 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah 

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model (REM), variabel Dewan 

Direksi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di 

Asia Tenggara. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa Dewan 

Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja sosial bank syariah tidak didukung 

secara empiris dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi 

karakteristik Dewan Direksi belum mampu menjelaskan perbedaan tingkat 

kinerja sosial antar bank syariah dalam periode pengamatan. 

Dalam penelitian ini, Dewan Direksi tidak diukur secara tunggal, 

melainkan melalui skor komposit yang mencerminkan beberapa dimensi tata 

kelola, yaitu ukuran dewan (0,28), independensi (0,20), keahlian keuangan (0,26), 

dan dualitas CEO (0,27). Penggunaan ukuran komposit ini bertujuan untuk 

menangkap kompleksitas fungsi Dewan Direksi sebagai pengambil keputusan 

strategis. Namun, hasil yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa struktur 

formal dan karakteristik dewan belum secara otomatis diterjemahkan ke dalam 

pencapaian kinerja sosial yang terukur. 
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Dari perspektif Syariah Enterprise Theory dewan direksi memiliki 

amanah untuk memastikan bahwa aktivitas bank syariah tidak hanya berorientasi 

pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada realisasi kemaslahatan bagi 

masyarakat. Dalam kerangka normatif ini, Dewan direksi seharusnya menjadi 

aktor utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan 

strategis. Namun demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

keberadaan dan karakteristik formal dewan direksi belum secara otomatis 

mencerminkan tingkat internalisasi nilai tersebut dalam indikator kinerja sosial 

yang digunakan. 

Ketidaksignifikanan ini dapat dipahami dalam konteks operasional 

perbankan syariah di Asia Tenggara yang relatif terstandardisasi. Banyak aspek 

kinerja sosial, seperti distribusi dana sosial, kepatuhan terhadap prinsip syariah, 

serta pelaporan tanggung jawab sosial, telah diatur melalui regulasi dan pedoman 

industri. Akibatnya, ruang diskresi dewan direksi dalam menentukan variasi 

kebijakan sosial menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan perbedaan 

karakteristik Direksi antar bank tidak menghasilkan perbedaan signifikan dalam 

kinerja sosial. 

Dilihat dari sudut pandang Stakeholder Theory, dewan direksi seharusnya 

menjadi aktor yang menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku 

kepentingan. Namun, dalam praktiknya, kinerja sosial pada industri perbankan 

sering kali telah distandarisasi melalui regulasi dan kebijakan internal, sehingga 

ruang diskresi dewan direksi dalam menentukan tingkat kinerja sosial relatif 

terbatas. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa variasi karakteristik dewan 
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direksi tidak menghasilkan variasi kinerja sosial yang signifikan. 

Temuan ini juga mengindikasikan kemungkinan adanya fenomena 

structural compliance, yaitu kondisi di mana tata kelola secara formal telah 

memenuhi prinsip-prinsip good governance, tetapi belum sepenuhnya 

terinternalisasi dalam prioritas strategis organisasi. Dengan kata lain, dewan 

direksi mungkin telah memenuhi persyaratan tata kelola secara administratif, 

namun belum menjadikan dimensi sosial sebagai diferensiasi strategis yang 

terukur. 

Secara keseluruhan, penolakan hipotesis H1 menunjukkan bahwa 

keberadaan dewan direksi dengan karakteristik yang baik merupakan prasyarat 

tata kelola, tetapi bukan determinan langsung kinerja sosial. Pengaruh dewan 

direksi kemungkinan bersifat tidak langsung, dimediasi oleh strategi organisasi, 

budaya institusional, atau tekanan regulasi. Temuan ini memperkaya literatur 

dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola dalam meningkatkan kinerja 

sosial tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi oleh kedalaman integrasi 

nilai dalam proses pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan sejumlah studi empiris terdahulu. 

Bukair dan Rahma (2008) menemukan bahwa ukuran dewan, independensi, dan 

dualitas CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada bank syariah di negara-negara GCC. Temuan serupa juga 

dikemukakan oleh Haq et al. (2022), yang menunjukkan bahwa karakteristik 

Dewan Direksi hanya berdampak pada kinerja sosial apabila didukung oleh 

komitmen strategis terhadap tujuan sosial. Penelitian lintas negara menunjukkan 
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bahwa hubungan antara karakteristik dewan dan kinerja ESG, termasuk dimensi 

sosial, sangat dipengaruhi oleh faktor institusional dan budaya nasional, sehingga 

tidak bersifat universal. Studi Basile et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas 

tata kelola sangat bergantung pada konteks regulasi dan struktur kelembagaan 

masing-masing negara. 

Lebih lanjut, beberapa penelitian menegaskan bahwa peran Dewan 

Direksi terhadap kinerja sosial bersifat tidak langsung. Abdullah dan Ismail 

(2023) menjelaskan bahwa karakteristik dewan baru berdampak signifikan 

terhadap kinerja sosial ketika dewan secara aktif mengarahkan strategi 

perusahaan pada integrasi kebijakan sosial dan keberlanjutan. Dengan kata lain, 

keberadaan dewan yang besar, independen, dan berpengalaman secara finansial 

belum cukup tanpa orientasi sosial yang eksplisit dalam strategi organisasi. 

Penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran yang beragam 

misalnya, Widodo (2024) menemukan bahwa karakteristik Board of Directors 

tertentu mampu berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di Indonesia, 

meskipun aspek kepemimpinan individual seperti jumlah anggota atau latar 

belakang pendidikan tidak selalu signifikan secara statistik, menggambarkan 

dinamika internal dewan yang kompleks dalam menentukan kontribusi sosial 

(Widodo, 2024).  

Penelitian lain yang menggunakan proxy board of directors dalam konteks 

Islamic Social Reporting menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi Dewan 

Direksi dapat berpengaruh positif terhadap pelaporan sosial, meskipun tidak 

selalu berkorelasi dengan indikator kinerja sosial kuantitatif lain, yang 
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menunjukkan bahwa peran Dewan Direksi lebih efektif bila diukur melalui aspek 

keterbukaan pelaporan (disclosure), bukan pencapaian kinerja sosial secara 

agregat.  

Kondisi ini dapat dipahami lebih dalam ketika dikaitkan dengan realitas 

operasional perbankan syariah di Asia Tenggara, di mana prioritas tata kelola 

sering terbagi antara tuntutan kinerja finansial dan implementasi fungsi sosial, 

yang membutuhkan dukungan kompetensi khusus dan indikator yang terukur 

secara sistemik. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya pembinaan 

kapasitas dan kejelasan mandat dari pemangku kepentingan yang lebih eksplisit 

terhadap Dewan Direksi untuk memperkuat kontribusi sosial bank syariah di 

masa mendatang. 

4.2.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Sosial 

Bank Syariah 

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model (REM), variabel Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,7621, yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian, Dewan Pengawas 

Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia 

Tenggara, sehingga hipotesis H2 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

variasi karakteristik DPS belum mampu menjelaskan perbedaan tingkat kinerja 

sosial bank syariah selama periode pengamatan. 

Dalam penelitian ini, DPS diukur menggunakan skor komposit yang 

mencerminkan berbagai dimensi tata kelola syariah, yaitu ukuran DPS (0,11), 

cross membership DPS (0,19), tingkat pendidikan (0,18), keahlian DPS (0,18), 

serta reputasi dan remunerasi DPS (0,17). Pendekatan komposit ini bertujuan 
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menangkap kualitas dan efektivitas pengawasan syariah secara lebih menyeluruh. 

Namun, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa keberadaan dan 

karakteristik formal DPS belum secara langsung tercermin dalam capaian kinerja 

sosial yang terukur. 

Secara konseptual, DPS merupakan elemen khas dalam tata kelola bank 

syariah yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 

(sharia compliance). Dalam kerangka Syariah Enterprise Theory, DPS memiliki 

peran normatif yang sangat strategis karena menjadi penjaga amanah dan 

legitimasi syariah institusi. Secara ideal, keberadaan DPS tidak hanya menjamin 

kesesuaian akad dan produk, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas bank sejalan 

dengan tujuan kemaslahatan sosial. 

Namun demikian, temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa 

peran tersebut belum secara langsung tercermin dalam indikator kinerja sosial 

yang terukur. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik tata kelola syariah di 

kawasan Asia Tenggara yang pada umumnya menempatkan DPS pada fungsi 

kepatuhan yang bersifat compliance-oriented dan advisory. Dalam praktiknya, 

DPS lebih berfokus pada pengawasan kesesuaian produk, akad, serta prosedur 

operasional dengan prinsip syariah, dibandingkan pada perumusan strategi sosial 

atau alokasi sumber daya untuk program kemasyarakatan. Dengan kewenangan 

yang relatif terbatas dalam pengambilan keputusan strategis, pengaruh DPS 

terhadap kinerja sosial menjadi tidak langsung. 

Selain itu, konteks institusional di Asia Tenggara turut memengaruhi 

dinamika ini. Perbedaan lingkungan regulasi antara negara mayoritas Muslim dan 
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non-mayoritas Muslim menyebabkan implementasi fungsi sosial bank syariah 

lebih banyak ditentukan oleh kebijakan manajemen internal dan tekanan regulasi 

nasional. Dalam banyak kasus, standar tata kelola DPS telah diatur secara 

seragam oleh regulator, sehingga variasi karakteristik DPS antar bank relatif 

kecil. Kondisi ini membatasi kemampuan variabel DPS untuk menjelaskan 

perbedaan kinerja sosial secara statistik. 

Dari perspektif Stakeholder Theory, DPS dapat dipandang sebagai 

representasi kepentingan religius dan moral stakeholder Muslim. Namun, 

efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja sosial sangat bergantung pada sejauh 

mana rekomendasi dan pengawasan DPS terintegrasi dalam kebijakan manajerial. 

Apabila peran DPS lebih terfokus pada verifikasi kepatuhan formal dibandingkan 

pengembangan agenda sosial strategis, maka kontribusinya terhadap indikator 

kinerja sosial kuantitatif menjadi terbatas. 

Dengan demikian, penolakan hipotesis H2 tidak menunjukkan bahwa DPS 

tidak penting dalam struktur tata kelola bank syariah. Sebaliknya, hasil ini 

mengindikasikan bahwa peran DPS lebih dominan dalam menjaga legitimasi 

syariah dan kepatuhan normatif, sementara pengaruhnya terhadap kinerja sosial 

bersifat tidak langsung dan bergantung pada integrasi dengan kebijakan strategis 

manajemen. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara fungsi 

pengawasan syariah dan perumusan strategi sosial agar nilai-nilai syariah dapat 

terinternalisasi secara lebih substantif dalam praktik operasional bank syariah. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan sejumlah temuan empiris terdahulu. 

Mollah dan Zaman (2015) menemukan bahwa DPS lebih berpengaruh terhadap 
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kepatuhan syariah dan stabilitas risiko bank syariah dibandingkan terhadap 

dimensi sosial secara langsung. Nomran dan Haron (2020) juga menunjukkan 

bahwa ukuran dan keahlian DPS tidak memiliki hubungan signifikan dengan 

pengungkapan sosial, terutama ketika peran DPS terbatas pada pengawasan 

formal. Selain itu, Platonova et al. (2018) dalam studi lintas negara pada bank 

syariah menemukan bahwa keberadaan DPS lebih berkontribusi pada 

peningkatan legitimasi syariah dibandingkan pada peningkatan kinerja sosial, 

yang menjelaskan mengapa pengaruh DPS terhadap kinerja sosial sering kali 

tidak signifikan secara statistik. 

4.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah 

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model, variabel Dewan 

Komisaris (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0070, yang lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. 

Namun demikian, koefisien regresi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa 

peningkatan kualitas Dewan Komisaris justru diikuti oleh penurunan kinerja 

sosial bank syariah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja sosial bank syariah tidak 

didukung oleh hasil empiris penelitian ini. 

Dewan Komisaris dalam penelitian ini diukur menggunakan skor 

komposit yang mencerminkan karakteristik tata kelola, meliputi ukuran dan 

independensi dewan komisaris, keahlian keuangan, tingkat pendidikan, serta 

cross membership. Secara konseptual, karakteristik tersebut diharapkan mampu 
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memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong perlindungan kepentingan 

stakeholder yang lebih luas. Namun, temuan koefisien negatif menunjukkan 

bahwa peran pengawasan Dewan Komisaris pada bank syariah di Asia Tenggara 

cenderung lebih berorientasi pada aspek pengendalian risiko dan efisiensi 

keuangan dibandingkan pada penguatan kinerja sosial. 

Secara normatif, hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Syariah 

Enterprise Theory, yang menempatkan tata kelola sebagai instrumen untuk 

mewujudkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Dalam 

perspektif tersebut, Dewan Komisaris seharusnya memastikan bahwa operasional 

bank tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada distribusi nilai 

tambah yang adil kepada masyarakat dan lingkungan. Namun demikian, temuan 

empiris penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris 

pada bank syariah di Asia Tenggara cenderung lebih menekankan aspek stabilitas 

dan pengendalian risiko. 

Penjelasan atas arah koefisien negatif dapat dipahami melalui perspektif 

Shareholder Theory yang menekankan bahwa tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai pemegang saham dalam batas hukum dan etika. Dalam 

struktur tata kelola modern, Dewan Komisaris berperan sebagai mekanisme 

monitoring untuk memastikan efisiensi, pengendalian risiko, dan perlindungan 

kepentingan pemilik modal. Ketika karakteristik Dewan Komisaris semakin kuat 

misalnya melalui peningkatan independensi dan keahlian keuangan orientasi 

pengawasan dapat lebih terfokus pada stabilitas finansial dan mitigasi risiko, 

sehingga alokasi sumber daya untuk aktivitas sosial menjadi lebih konservatif.  
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Sedangkan aktivitas sosial yang tidak memberikan dampak finansial 

langsung berpotensi dipersepsikan sebagai beban biaya atau pengurangan 

efisiensi, sehingga alokasi sumber daya untuk program sosial menjadi relatif lebih 

terbatas. Argumentasi ini juga sejalan dengan konsep value maximization yang 

menekankan bahwa mekanisme tata kelola dirancang untuk menyelaraskan 

tindakan manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, 

semakin efektif fungsi monitoring Dewan Komisaris, semakin besar 

kemungkinan bahwa prioritas organisasi diarahkan pada efisiensi dan kinerja 

finansial dibandingkan ekspansi program sosial. 

Penelitian ini melakukan pengujian ulang dengan menggunakan masing-

masing indikator Dewan Komisaris secara terpisah, bukan dalam bentuk skor 

komposit. Hasil pengujian individu menunjukkan bahwa sebagian besar 

karakteristik Dewan Komisaris, yaitu cross membership, keahlian keuangan, 

independensi, dan tingkat pendidikan, tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja sosial. Sebaliknya, variabel ukuran Dewan Komisaris (DK_U) 

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. 

Gambar 4.4 Uji T variabel Dewan komisaris 

Temuan ini memberikan klarifikasi penting terhadap hasil model utama. 

Signifikansi negatif pada skor komposit kemungkinan dipengaruhi oleh efek 
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agregasi antar indikator yang memiliki arah dan kekuatan pengaruh berbeda. 

Ketika seluruh dimensi digabungkan dalam satu indeks, variasi antar karakteristik 

dapat menghasilkan koefisien yang berbeda dari pengaruh masing-masing secara 

individual. Dengan kata lain, skor komposit tidak sepenuhnya mencerminkan 

dinamika multidimensional Dewan Komisaris terhadap kinerja sosial. 

Signifikannya ukuran Dewan Komisaris mengindikasikan bahwa semakin 

besar jumlah anggota dewan, semakin tinggi kinerja sosial bank syariah. Secara 

konseptual, dewan yang lebih besar memungkinkan keberagaman perspektif, 

peningkatan kapasitas pengawasan, serta distribusi tanggung jawab yang lebih 

efektif. Dalam perspektif Stakeholder Theory, keberagaman dan kapasitas 

kolektif dewan dapat memperkuat perhatian terhadap kepentingan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan komunitas. 

Sebaliknya, ketidaksignifikanan independensi dan keahlian keuangan 

menunjukkan bahwa penguatan aspek teknis dan monitoring finansial tidak 

secara otomatis meningkatkan dimensi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa 

orientasi pengawasan yang terlalu terfokus pada stabilitas ekonomi belum tentu 

sejalan dengan ekspansi aktivitas sosial. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh 

Dewan Komisaris terhadap kinerja sosial bersifat multidimensional. Model 

komposit memperlihatkan adanya kecenderungan orientasi pengawasan yang 

lebih kuat pada aspek finansial, sementara analisis individu mengungkap bahwa 

ukuran dewan justru berkontribusi positif terhadap kinerja sosial. Temuan ini 

menegaskan bahwa efektivitas tata kelola dalam mendorong kinerja sosial tidak 
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hanya ditentukan oleh kekuatan struktur formal, tetapi oleh keseimbangan antara 

fungsi monitoring finansial dan komitmen terhadap tujuan sosial bank syariah. 

Temuan ini mengandung implikasi penting. Pertama, penguatan struktur 

formal Dewan Komisaris belum tentu meningkatkan kinerja sosial apabila 

orientasi pengawasan masih berfokus pada stabilitas ekonomi. Kedua, dalam 

konteks kompetisi industri dan tekanan regulasi yang tinggi, pengawasan yang 

ketat dapat menyebabkan organisasi menjadi lebih konservatif dalam 

mengalokasikan sumber daya untuk program sosial. Ketiga, hasil ini 

menunjukkan adanya ketegangan antara paradigma normatif berbasis nilai 

syariah dan realitas tata kelola korporasi modern. 

Secara keseluruhan, hasil signifikan negatif ini memperkaya literatur 

dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola tidak selalu linear terhadap 

pencapaian kinerja sosial. Dalam konteks bank syariah di Asia Tenggara, Dewan 

Komisaris yang semakin kuat secara struktural justru berpotensi menggeser 

prioritas organisasi menuju stabilitas finansial dan pengendalian risiko, sehingga 

berdampak pada penurunan capaian sosial yang terukur. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan empiris sebelumnya. Mollah 

dan Zaman (2015) menemukan bahwa penguatan fungsi dewan pada bank syariah 

lebih berdampak pada stabilitas dan efisiensi keuangan dibandingkan pada kinerja 

sosial. Platonova et al. (2018) juga menunjukkan bahwa dewan dengan 

kompetensi tinggi cenderung membatasi pengeluaran sosial ketika orientasi 

pengawasan lebih berfokus pada kinerja finansial. Farook et al. (2011) 

menambahkan bahwa struktur dewan yang kuat dapat mengurangi intensitas 
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aktivitas sosial karena tekanan untuk menjaga profitabilitas dan reputasi bank. 

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa keberadaan Dewan 

Komisaris yang kuat secara struktural belum tentu mendorong peningkatan 

kinerja sosial bank syariah. Tanpa integrasi yang seimbang antara fungsi 

pengawasan dan nilai-nilai syariah substantif, peran Dewan Komisaris justru 

berpotensi menggeser orientasi bank dari tujuan sosial menuju tujuan ekonomi 

semata. 

4.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah 

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model, variabel Komite Audit 

(X4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0296, yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 5 persen, dengan koefisien regresi bernilai positif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. Dengan demikian, hipotesis 

keempat yang menyatakan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja sosial bank syariah diterima. Menariknya, di antara seluruh 

proksi tata kelola yang diuji dalam penelitian ini, Komite Audit merupakan satu-

satunya mekanisme tata kelola internal yang terbukti secara empiris mendorong 

peningkatan kinerja sosial bank syariah. 

Komite Audit dalam penelitian ini diukur menggunakan skor komposit 

yang mencerminkan kualitas pengawasan dan transparansi, meliputi 

independensi dan tanggung jawab Komite Audit, keahlian anggota Komite Audit, 

serta intensitas rapat dan pengungkapan sukarela. Karakteristik tersebut 

mencerminkan peran strategis Komite Audit sebagai penghubung antara 

manajemen, dewan pengawas, dan pemangku kepentingan dalam memastikan 
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akuntabilitas dan kualitas pelaporan, termasuk pelaporan kinerja sosial. 

Pengaruh positif Komite Audit terhadap kinerja sosial mengindikasikan 

bahwa mekanisme pengawasan yang bersifat teknokratis dan operasional lebih 

efektif dalam mendorong praktik sosial bank syariah dibandingkan mekanisme 

tata kelola yang bersifat struktural, seperti Dewan Direksi, DPS, atau Dewan 

Komisaris. Komite Audit dengan tingkat independensi dan keahlian yang tinggi 

memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa aktivitas sosial bank seperti 

pembiayaan berbasis kemaslahatan, pengelolaan dana sosial, serta pengembangan 

sumber daya manusia terdokumentasi, diawasi, dan dilaporkan secara transparan. 

Dalam konteks perbankan syariah di Asia Tenggara, temuan ini 

mencerminkan bahwa kinerja sosial bank syariah lebih responsif terhadap 

mekanisme tata kelola yang berorientasi pada pengendalian internal, 

akuntabilitas, dan transparansi. Frekuensi rapat Komite Audit dan pengungkapan 

sukarela yang lebih intensif menciptakan tekanan institusional bagi manajemen 

untuk tidak hanya berfokus pada kinerja finansial, tetapi juga pada pencapaian 

kinerja sosial yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Temuan ini sejalan dengan Syariah Enterprise Theory (SET) yang 

memandang bank syariah sebagai entitas amanah yang bertanggung jawab kepada 

Allah, manusia, dan lingkungan (Triyuwono, 2006). Dalam kerangka ini, Komite 

Audit berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa amanah 

tersebut diwujudkan secara operasional melalui sistem pengendalian, pelaporan, 

dan akuntabilitas. Peran Komite Audit yang kuat membantu menjembatani nilai-

nilai syariah normatif dengan praktik manajerial yang konkret, sehingga 
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kontribusi sosial bank dapat terukur dan terimplementasi secara konsisten. 

Dari perspektif Stakeholder Theory, Komite Audit berfungsi sebagai 

mekanisme perlindungan kepentingan stakeholder yang lebih luas, khususnya 

stakeholder non-pemegang saham seperti masyarakat, nasabah, dan regulator 

(Freeman, 1984). Independensi dan keahlian Komite Audit meningkatkan 

kredibilitas pengungkapan sosial, sehingga stakeholder memperoleh informasi 

yang lebih andal mengenai komitmen sosial bank syariah. Dengan demikian, 

Komite Audit berkontribusi langsung terhadap peningkatan legitimasi dan 

kepercayaan publik terhadap bank syariah. 

Hasil penelitian ini didukung oleh sejumlah temuan empiris terdahulu. 

Farook et al. (2011) menemukan bahwa mekanisme tata kelola yang memperkuat 

transparansi dan pengawasan internal memiliki hubungan positif dengan 

pengungkapan sosial bank syariah. Platonova et al. (2018) menunjukkan bahwa 

keberadaan Komite Audit yang independen dan aktif meningkatkan kualitas 

pelaporan keberlanjutan dan aktivitas sosial bank. Selain itu, studi oleh Al-Hadi 

et al. (2019) dan Buallay (2020) menegaskan bahwa keahlian Komite Audit dan 

intensitas rapat berperan penting dalam mendorong pengungkapan ESG dan 

kinerja sosial, khususnya pada industri keuangan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas 

tata kelola bank syariah dalam meningkatkan kinerja sosial tidak hanya 

ditentukan oleh keberadaan struktur tata kelola secara formal, tetapi lebih oleh 

efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam menerapkan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi ke dalam praktik operasional bank. Temuan ini 
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menegaskan bahwa kualitas fungsi pengawasan menjadi faktor penting dalam 

mendorong tercapainya kinerja sosial yang terukur. 

Lebih lanjut, hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola yang 

bersifat operasional dan teknis, seperti Komite Audit, relatif lebih efektif dalam 

mendorong kinerja sosial bank syariah dibandingkan mekanisme tata kelola yang 

bersifat struktural. Dalam konteks perbankan syariah di Asia Tenggara, hal ini 

menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal berperan penting 

dalam menghubungkan nilai-nilai syariah dengan kepentingan stakeholder serta 

implementasi kinerja sosial secara nyata. 

4.2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah 

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model, variabel kontrol Ukuran 

Perusahaan (Z1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5254, yang lebih besar dari 

tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia 

Tenggara. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan skala aset bank syariah 

tidak secara langsung menentukan tingkat pencapaian kinerja sosial dalam 

periode pengamatan. 

Tidak signifikannya variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa 

kinerja sosial bank syariah dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh kualitas 

tata kelola dan mekanisme pengawasan internal dibandingkan oleh besarnya skala 

usaha. Dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, 

penelitian ini memastikan bahwa pengaruh variabel tata kelola terhadap kinerja 

sosial tidak terdistorsi oleh perbedaan ukuran bank, sehingga hasil estimasi dapat 

dianggap lebih robust secara metodologis. 
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4.2.6 Pengaruh Komposisi Masyarakat Muslim terhadap Kinerja Sosial 

Bank Syariah 

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model, variabel komposisi 

penduduk mayoritas Muslim (Z2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen dengan koefisien regresi bernilai 

positif . Hal ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sosial 

bank syariah di Asia Tenggara. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank syariah 

yang beroperasi di negara dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki tingkat 

kinerja sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah di negara 

dengan penduduk bukan mayoritas Muslim. 

Signifikannya variabel ini menunjukkan bahwa kinerja sosial bank syariah 

tidak hanya ditentukan oleh faktor internal bank, tetapi juga dipengaruhi oleh 

konteks sosial dan institusional di tingkat negara. Di negara dengan penduduk 

mayoritas Muslim, ekspektasi masyarakat terhadap peran sosial bank syariah 

cenderung lebih kuat, sehingga mendorong bank untuk lebih aktif dalam 

melaksanakan fungsi sosialnya, seperti pembiayaan berbasis kemaslahatan, 

pengelolaan dana sosial, dan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Kondisi 

ini sejalan dengan Syariah Enterprise Theory, yang memandang bank syariah 

sebagai entitas amanah yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik 

modal, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan, dengan nilai-nilai syariah 

lebih mudah terinternalisasi dalam lingkungan sosial yang religius (Triyuwono, 

2006). 

Dari perspektif Stakeholder Theory, komposisi penduduk mayoritas 

Muslim membentuk struktur dan tekanan stakeholder yang berbeda. Masyarakat 
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di negara mayoritas Muslim memiliki sensitivitas dan tuntutan yang lebih tinggi 

terhadap pemenuhan fungsi sosial bank syariah, sehingga mendorong manajemen 

untuk merespons kepentingan stakeholder non-pemegang saham secara lebih 

serius (Freeman, 1984). Temuan ini konsisten dengan penelitian Farook et al. 

(2011) yang menemukan bahwa tekanan institusional daan tingkat religiositas 

masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja dan pengungkapan sosial bank 

syariah. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Mollah et al. (2015) serta Platonova et 

al. (2018), yang menegaskan bahwa faktor lingkungan negara merupakan 

determinan penting dalam menjelaskan variasi kinerja sosial bank syariah lintas 

kawasan. 

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kinerja sosial bank 

syariah di Asia Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola 

internal, tetapi juga oleh karakteristik sosial masyarakat tempat bank beroperasi. 

Dengan demikian, komposisi penduduk mayoritas Muslim berperan sebagai 

faktor kontekstual yang relevan dalam menjelaskan variasi kinerja sosial bank 

syariah di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperkuat argumen bahwa 

keberhasilan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya sangat 

dipengaruhi oleh keselarasan antara nilai institusional bank dan nilai sosial 

masyarakat.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola terhadap 

kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara menggunakan data panel 25 bank 

syariah selama periode 2021–2024 dengan pendekatan Random Effect Model 

(REM) melalui EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata 

kelola tidak memiliki pengaruh yang seragam terhadap kinerja sosial bank 

syariah. Secara parsial, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa peran kedua organ tata kelola tersebut di kawasan Asia 

Tenggara masih cenderung berorientasi pada fungsi strategis dan kepatuhan 

formal, sehingga belum secara langsung terinternalisasi dalam aktivitas sosial 

bank yang terukur. 

Dewan Komisaris terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial, 

namun dengan arah pengaruh negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan 

karakteristik Dewan Komisaris lebih berorientasi pada fungsi pengawasan risiko 

dan efisiensi, yang dalam praktiknya dapat membatasi fleksibilitas bank dalam 

menjalankan program sosial. 

Sebaliknya, Komite Audit menjadi satu-satunya mekanisme tata kelola 

yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. 

Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang bersifat 

operasional dan teknis, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan 

akuntabilitas, lebih efektif dalam mendorong kinerja sosial yang terukur. 
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Terkait variabel kontrol, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja sosial bank syariah, sedangkan komposisi penduduk mayoritas 

Muslim terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara tidak hanya ditentukan oleh struktur 

tata kelola internal, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat tempat 

bank beroperasi. 

5.2 Implikasi hasil penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian 

mengenai penerapan Syariah Enterprise Theory (SET) dan Stakeholder Theory 

dalam konteks perbankan syariah lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai amanah dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam SET tidak 

secara otomatis terwujud melalui keberadaan struktur tata kelola syariah formal, 

seperti Dewan Direksi dan DPS, melainkan memerlukan mekanisme pengawasan 

yang efektif dan terintegrasi dalam praktik operasional. 

Dari perspektif Stakeholder Theory, temuan ini menguatkan bahwa 

efektivitas tata kelola sangat ditentukan oleh sejauh mana aktor tata kelola 

memiliki kekuatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Signifikannya 

peran Komite Audit menunjukkan bahwa mekanisme yang berinteraksi langsung 

dengan pelaporan dan transparansi lebih mampu merespons tuntutan stakeholder 

dibandingkan organ tata kelola yang bersifat strategis atau advisory. 

Dari perspektif Stakeholder Theory, efektivitas tata kelola perusahaan 

sangat ditentukan oleh sejauh mana elemen tata kelola memiliki kewenangan 

nyata dan peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola memiliki tingkat 

pengaruh yang sama terhadap kinerja sosial bank syariah. Elemen tata kelola yang 

perannya bersifat operasional dan memiliki keterlibatan langsung dalam 

pengawasan, seperti Komite Audit, terbukti lebih efektif dalam mendorong 

kinerja sosial dibandingkan organ yang perannya lebih bersifat strategis atau 

advisory. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekuatan aktor tata kelola dalam 

memengaruhi kebijakan dan praktik operasional menjadi faktor kunci dalam 

menjelaskan variasi kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. 

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi 

manajemen bank syariah di Asia Tenggara. Penguatan peran Komite Audit perlu 

menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja sosial bank syariah, 

mengingat mekanisme ini terbukti efektif dalam mendorong akuntabilitas dan 

transparansi sosial. Sebaliknya, peran Dewan Direksi dan DPS perlu dievaluasi 

agar tidak hanya berfokus pada kepatuhan dan kinerja finansial, tetapi juga 

mampu mengintegrasikan tujuan sosial ke dalam strategi dan kebijakan bank. 

Manajemen bank syariah juga perlu mempertimbangkan karakteristik 

sosial masyarakat tempat bank beroperasi. Tingginya ekspektasi masyarakat 

Muslim terhadap peran sosial bank syariah perlu dijadikan dasar dalam 

perumusan kebijakan sosial yang lebih responsif dan berkelanjutan. 

Bagi regulator, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan 

kebijakan tata kelola bank syariah yang tidak hanya menekankan aspek struktural, 

tetapi juga efektivitas fungsi pengawasan internal. Otoritas perbankan di kawasan 

Asia Tenggara dapat mempertimbangkan penguatan standar pelaporan kinerja 
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sosial serta harmonisasi regulasi tata kelola bank syariah lintas negara. 

5.3 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengukuran variabel tata 

kelola yang masih didasarkan pada karakteristik formal dan skor komposit, 

seperti ukuran, tingkat independensi, dan keahlian. Pendekatan ini belum 

sepenuhnya mampu merepresentasikan efektivitas peran aktual masing-masing 

mekanisme tata kelola dalam praktik operasional sehari-hari. Selain itu, 

penggunaan variabel mayoritas Muslim dalam bentuk variabel dummy merupakan 

bentuk penyederhanaan, karena hanya membedakan negara dengan penduduk 

mayoritas dan non-mayoritas Muslim, tanpa menangkap variasi tingkat 

religiositas, budaya, serta preferensi sosial masyarakat yang lebih kompleks. 

5.4 Saran 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pengukuran tata 

kelola bank syariah yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional. 

Selain karakteristik formal seperti ukuran, independensi, dan keahlian, penelitian 

mendatang dapat memasukkan indikator yang mencerminkan efektivitas peran 

aktual masing-masing mekanisme tata kelola dalam praktik operasional, seperti 

intensitas keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis, kualitas 

rekomendasi yang dihasilkan, serta tingkat implementasi rekomendasi tersebut 

oleh manajemen. 

Kedua, variabel konteks sosial berupa mayoritas penduduk Muslim pada 

penelitian ini masih menggunakan pendekatan dummy, sehingga belum mampu 

menangkap variasi sosial dan religiusitas masyarakat secara lebih mendalam. 
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Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi 

yang lebih rinci, seperti persentase penduduk Muslim, indeks religiusitas, atau 

indikator sosial keagamaan lainnya agar analisis konteks sosial terhadap kinerja 

sosial bank syariah menjadi lebih akurat. 

Dari sisi metodologi, penggunaan pendekatan campuran (mixed methods) 

melalui wawancara atau studi kasus pada bank syariah tertentu dapat 

dipertimbangkan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana rekomendasi 

organ tata kelola diterjemahkan ke dalam kebijakan sosial bank. Pendekatan ini 

diharapkan mampu melengkapi temuan kuantitatif dan memberikan pemahaman 

yang lebih kontekstual. 

Terakhir, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah 

penelitian ke kawasan lain, seperti Timur Tengah atau Afrika, untuk 

membandingkan peran tata kelola dan karakteristik sosial dalam sistem 

perbankan syariah yang berbeda tingkat kematangannya, sehingga memperkaya 

generalisasi temuan penelitian. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Bank Syariah di Asia Tenggara 

Nama Bank Umum Syariah 

1 Bank Mega Syariah 14 OCBC Al-Amin Berhad 

2 Bank Syariah Indonesia 15 RHB Islamic Bank Berhad 

3 Bank BCA Syariah 16 SC-Saadiq Bank Berhad 

4 Bank KB Bukopin Syariah 17 Bank Islam Malaysia Berhad 

5 Bank Panin Dubai Syariah 18 Kuwait Finance House Berhad 

6 Bank Jabar Banten Syariah 19 HSBC Amanah Bank 

7 Bank BTPN Syariah 20 Islamic Bank of Thailand 

8 Bank Muamalat Indonesia 21 Hong Leong Islamic Bank Berhad 

9 Bank Aladin Syariah 22 MBSB Bank Berhad 

10 Bank Victoria Syariah 23 Islamic Bank Of Asia 

11 Affin Bank Berhad 24 Amanah Islamic Bank of the 

Philipines 

12 Am-Islamic Bank Berhad 25 Bank Islamic of Brunei 

Darussalam 
13 Bank Muamalat Malaysia  

 

Lampiran 2. Tabulasi Panel Data (Cross Section-Time Series) 

Bank PERIODE 
X1 X2 X3 X4 Y1 Z1 Z2 

DR DPS DK KA KS TA MM 

Bank Mega Syariah 2021 0.59 3.89 0.79 2.81 0.54 30.27 0.87 

Bank Miega Syariah 2022 0.56 3.90 1.00 2.81 0.51 30.41 0.87 

Bank Miega Syariah 2023 0.64 4.25 0.71 2.57 0.60 30.31 0.87 

Bank Miega Syariah 2024 0.66 4.27 0.71 2.57 0.66 30.40 0.87 

Bank Victoiria Syariah 2021 0.59 3.48 0.90 2.35 0.69 30.85 0.87 

Bank Victoiria Syariah 2022 0.33 3.70 0.90 2.35 0.66 28.38 0.87 

Bank Victoiria Syariah 2023 0.41 4.18 0.62 2.57 0.60 28.76 0.87 

Bank Victoiria Syariah 2024 0.41 4.19 0.62 2.57 0.71 28.83 0.87 

Bank BCA Syariah 2021 0.33 4.50 0.90 2.81 0.51 30.00 0.87 

Bank BCA Syariah 2022 0.47 3.90 1.00 2.81 0.57 30.17 0.87 

Bank BCA Syariah 2023 1.00 4.37 1.00 2.81 0.54 30.30 0.87 

Bank BCA Syariah 2024 1.00 4.38 1.00 2.81 0.51 30.44 0.87 

Bank KB Bukoipin Syariah 2021 0.33 3.75 0.90 2.81 0.54 29.46 0.87 

Bank KB Bukopin Syariah 2022 0.33 3.80 0.90 2.81 0.54 30.33 0.87 



121 
 

Bank KB Bukopin Syariah 2023 0.54 4.16 0.66 2.81 0.46 29.70 0.87 

Bank KB Bukopin Syariah 2024 0.54 4.18 0.66 2.81 0.77 29.79 0.87 

Bank Panin Dubai Syariah 2021 0.46 3.67 0.90 2.81 0.51 30.30 0.87 

Bank Panin Dubai Syariah 2022 0.46 3.88 0.90 2.81 0.77 29.97 0.87 

Bank Panin Dubai Syariah 2023 0.54 3.78 0.49 2.57 0.66 23.58 0.87 

Bank Panin Dubai Syariah 2024 0.54 3.79 0.49 2.57 0.60 23.54 0.87 

Bank Jabar Banten Syariah 2021 0.46 3.63 0.92 2.81 0.80 23.06 0.87 

Bank Jabar Bantien Syariah 2022 0.46 3.82 0.92 2.81 0.46 26.82 0.87 

Bank Jabar Bantien Syariah 2023 0.27 3.36 0.68 2.57 0.57 23.34 0.87 

Bank Jabar Bantien Syariah 2024 0.27 3.34 0.68 2.57 0.57 23.41 0.87 

Bank Muamalat Indonesia 2021 0.60 3.86 0.90 2.81 0.57 31.71 0.87 

Bank Muamalat Indonesia 2022 0.73 4.01 0.90 2.81 0.77 31.75 0.87 

Bank Muamalat Indoiniesia 2023 0.54 3.19 0.76 2.57 0.71 24.93 0.87 

Bank Muamalat Indoiniesia 2024 0.54 3.14 0.76 2.57 0.71 24.82 0.87 

Affin Bank Berhad 2021 0.73 0.19 0.45 2.81 0.69 32.36 0.61 

Affin Bank Berhad 2022 0.73 4.46 0.21 2.81 0.71 33.39 0.61 

Affin Bank Bierhad 2023 0.60 4.30 0.59 1.62 0.57 33.50 0.61 

Affin Bank Bierhad 2024 0.60 4.32 0.59 1.62 0.51 33.63 0.61 

Bank Muamalat Malaysia 2021 0.64 4.59 0.38 2.81 0.66 32.33 0.61 

Bank Muamalat Malaysia 2022 0.60 4.13 0.21 2.81 0.51 32.34 0.61 

Bank Muamalat Malaysia 2023 0.51 4.23 0.40 1.62 0.54 32.51 0.61 

Bank Muamalat Malaysia 2024 0.51 4.24 0.40 1.62 0.54 32.69 0.61 

OCBC Al-Amin Berhad 2021 1.00 0.19 0.21 2.81 0.43 31.92 0.61 

OiCBC Al-Amin Bierhad 2022 0.73 5.05 0.21 2.81 0.49 31.78 0.61 

OiCBC Al-Amin Bierhad 2023 0.73 4.18 0.49 1.62 0.31 31.82 0.61 

OiCBC Al-Amin Bierhad 2024 0.73 4.20 0.49 1.62 0.31 32.03 0.61 

RHB Islamic Bank Berhad 2021 0.64 5.47 0.55 2.81 0.49 33.61 0.61 

RHB Islamic Bank Berhad 2022 0.73 5.02 0.21 2.81 0.46 33.53 0.61 

RHB Islamic Bank Bierhad 2023 0.47 4.24 0.55 1.62 0.46 33.52 0.61 

RHB Islamic Bank Bierhad 2024 0.47 4.27 0.55 1.62 0.49 33.66 0.61 

Am-Islamic Bank Berhad 2021 0.64 4.21 0.45 2.81 0.54 34.15 0.61 

Am-Islamic Bank Berhad 2022 0.54 4.73 0.21 2.81 0.89 34.06 0.61 

Am-Islamic Bank Bierhad 2023 0.73 4.62 0.55 1.86 0.74 34.13 0.61 

Am-Islamic Bank Bierhad 2024 0.73 4.64 0.55 1.86 0.57 34.20 0.61 

SC-Saadiq Bank Berhad 2021 0.73 4.04 0.42 2.81 0.66 40.16 0.61 

SC-Saadiq Bank Berhad 2022 0.73 0.19 0.21 2.81 0.43 31.05 0.61 

SC-Saadiq Bank Bierhad 2023 0.60 4.18 0.49 1.86 0.34 32.85 0.61 

SC-Saadiq Bank Bierhad 2024 0.60 4.20 0.49 1.86 0.43 32.93 0.61 

Kuwait Finance House Berhad 2021 0.60 0.19 0.21 2.81 0.31 34.71 0.61 



122 
 

Kuwait Finance House Berhad 2022 0.45 4.84 0.21 2.81 0.20 35.24 0.61 

Kuwait Financie House Berhad 2023 0.45 0.65 0.38 1.37 0.43 35.18 0.61 

Kuwait Finance House Berhad 2024 0.45 0.65 0.38 1.37 0.43 35.19 0.61 

HSBC Amanah Bank 2021 0.60 4.10 0.38 2.81 0.51 31.98 0.61 

HSBC Amanah Bank 2022 0.51 4.78 0.21 2.81 0.54 31.99 0.61 

HSBC Amanah Bank 2023 0.45 4.29 0.49 1.62 0.37 31.90 0.61 

HSBC Amanah Bank 2024 0.45 4.31 0.49 1.62 0.37 32.01 0.61 

Bank Islamic of Brunei Darussalam 2021 0.41 0.19 0.55 2.81 0.54 32.54 0.82 

Bank Islamic of Brunei Darussalam 2022 0.37 0.19 0.21 2.81 0.60 32.63 0.82 

Bank Islamic oif Bruniei Darussalam 2023 0.73 0.74 0.49 1.62 0.49 32.43 0.82 

Bank Islamic oif Bruniei Darussalam 2024 0.73 0.74 0.49 1.62 0.43 32.52 0.82 

Amanah Islamic Bank of the 

Philippines 
2021 

0.51 0.19 0.30 2.57 0.37 36.73 0.06 

Amanah Islamic Bank of the 

Philippines 
2022 

0.41 0.19 0.30 2.37 0.40 36.63 0.06 

Amanah Islamic Bank of the 

Philippines 
2023 

0.10 0.19 0.30 1.42 0.43 36.87 0.06 

Amanah Islamic Bank of the 

Philippines 
2024 

0.54 0.19 0.62 2.59 0.43 37.16 0.06 

Bank Syariah Indonesia 2021 0.32 4.12 0.64 2.81 0.66 33.21 0.87 

Bank Syariah Indonesia 2022 0.32 4.30 0.52 2.57 0.71 33.35 0.87 

Bank Syariah Indonesia 2023 0.45 7.04 0.51 2.81 0.57 33.17 0.87 

Bank Syariah Indonesia 2024 0.45 6.96 0.51 2.81 0.60 33.64 0.87 

Bank BTPN Syariah 2021 0.60 3.74 0.81 2.81 0.60 30.55 0.87 

Bank BTPN Syariah 2022 0.51 3.75 0.71 2.81 0.49 30.68 0.87 

Bank BTPN Syariah 2023 0.73 4.30 0.76 2.57 0.43 30.70 0.87 

Bank BTPN Syariah 2024 0.73 4.30 0.76 2.57 0.46 30.71 0.87 

Islamic Bank of Thailand 2021 0.28 0.19 0.62 1.86 0.20 35.53 0.05 

Islamic Bank of Thailand 2022 0.28 0.19 0.62 1.86 0.20 35.43 0.05 

Islamic Bank of Thailand 2023 0.28 0.19 0.62 1.86 0.20 35.44 0.05 

Islamic Bank of Thailand 2024 0.28 0.19 0.62 1.86 0.26 35.53 0.05 

Bank Aladin Syariah 2021 0.60 3.92 0.92 2.81 0.60 28.41 0.87 

Bank Aladin Syariah 2022 0.60 3.92 0.92 2.81 0.43 28.41 0.87 

Bank Aladin Syariah 2023 0.59 6.43 0.76 2.57 0.60 29.59 0.87 

Bank Aladin Syariah 2024 0.59 6.43 0.76 2.57 0.66 29.87 0.87 

Bank Islam Malaysia Berhad 2021 0.36 4.49 0.21 2.32 0.77 33.40 0.61 

Bank Islam Malaysia Berhad 2022 0.45 4.48 0.21 2.57 0.77 33.39 0.61 

Bank Islam Malaysia Berhad 2023 0.73 4.74 0.59 2.81 0.60 33.35 0.61 

Bank Islam Malaysia Berhad 2024 0.73 4.75 0.59 2.81 0.57 33.49 0.61 

Hong Leong Islamic Bank Berhad 2021 0.73 3.98 0.21 2.57 0.43 32.82 0.61 
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Hong Leong Islamic Bank Berhad 2022 0.54 4.13 0.21 2.81 0.31 32.83 0.61 

Hong Leong Islamic Bank Berhad 2023 0.60 5.55 0.83 1.62 0.31 32.88 0.61 

Hong Leong Islamic Bank Berhad 2024 0.60 5.57 0.83 1.62 0.31 33.05 0.61 

Islamic Bank Of Asia 2021 0.13 0.47 0.66 2.81 0.43 36.38 0.16 

Islamic Bank Of Asia 2022 0.26 0.64 0.66 2.81 0.43 36.57 0.16 

Islamic Bank Of Asia 2023 0.36 0.83 0.83 2.81 0.40 36.53 0.16 

Islamic Bank Of Asia 2024 0.26 0.83 0.66 1.86 0.40 36.70 0.16 

MBSB Bank Berhad 2021 0.73 4.12 0.21 2.57 0.63 32.94 0.61 

MBSB Bank Berhad 2022 0.73 4.05 0.21 2.81 0.57 32.90 0.61 

MBSB Bank Berhad 2023 0.73 4.39 0.83 1.62 0.31 33.04 0.61 

MBSB Bank Berhad 2024 0.73 4.40 0.83 1.62 0.40 33.08 0.61 

 

Lampiran 3. Statistik Deskriptif  

 
 

Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik  
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Lampiran 5. Uji Chow  
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Lampiran 6. Uji Hausman  
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Lampiran 7. Uji T, Uji F, R-Square 

 

 

 



128 
 

Lampiran 8. Uji Estimasi Indikator Dewan Komisaris 

 


